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ABSTRAK 

 

STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA SEBAGAI INSTRUMEN PENATAAN 

ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA 

 

Yuni Wahyu Widowati 

 

Aksi perubahan ini mengenai penyusunan Standar Kemampuan Rata-rata 

(SKR) sebagai instrumen objektif dalam rangka penyusunan Analisa Jabatan 

(Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang dirancang untuk memberikan 

ukuran kuantitatif mengenai kemampuan rata-rata pegawai dalam menghasilkan 

satu satuan output, sehingga perhitungan kebutuhan pegawai dapat dilakukan 

secara akurat dan berbasis bukti. Metode penyusunan SKR meliputi identifikasi 

tugas jabatan, pengukuran waktu penyelesaian tugas, validasi indikator kinerja, 

serta penyusunan standar kemampuan yang dapat diuji secara empiris. 

 Aksi Perubahan ini juga memberikan dampak positif terhadap penguatan 

penyusunan Anjab dan ABK, peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian serta 

mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Dengan adanya 

SKR, proses perencanaan SDM menjadi lebih selaras dengan beban kerja riil, 

lebih efisien, dan mampu menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam 

penataan organisasi. SKR direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam 

kebijakan internal dan dikembangkan menjadi sistem informasi yang terstandar 

agar dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh unit kerja. 

 Dampak strategisnya mencakup peningkatan efisiensi organisasi, 

transparansi pengelolaan SDM, serta konsistensi data sebagai dasar 

pengambilan keputusan manajerial. Aksi ini menegaskan bahwa SKR layak 

diintegrasikan secara permanen dalam mekanisme Anjab dan ABK serta 

direkomendasikan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui digitalisasi dan 

integrasi sistem informasi kepegawaian. 

 

 

Kata kunci: Standar Kemampuan Rata-rata, Analisa Jabatan, Analisa Beban 

Kerja, Sistem Merit, Manajemen Talenta. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan implementasi aksi 

perubahan dengan judul “Standar Kemampuan Rata-rata sebagai Instrumen 

Penataan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja” dapat diselesaikan dengan 

baik dan tepat waktu. Laporan akhir aksi perubahan ini disusun sebagai 

pemenuhan tugas dalam rangkaian kegiatan Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator. 

Penyusunan Standar Kemampuan Rata-rata (SKR)  merupakan salah 

satu bentuk pembaharuan dan inovasi dalam pelaksanaan Analisa Jabatan 

(Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Selama ini, pelaksanaan Anjab dan ABK 

lebih berfokus pada uraian tugas, fungsi, serta waktu penyelesaian pekerjaan, 

namun belum secara komprehensif menggambarkan tingkat kemampuan 

pegawai dalam melaksanakan jabatan. Kehadiran SKR menjadi instrumen baru 

yang melengkapi metode tersebut dengan menambahkan dimensi kemampuan 

dan kompetensi sebagai dasar pengukuran kinerja jabatan. 

Melalui penerapan SKR, hasil analisa jabatan dan beban kerja diharapkan 

menjadi lebih objektif, akurat, dan relevan dengan kebutuhan organisasi. SKR 

juga diharapkan dapat mendukung penerapan sistem merit, memperkuat 

manajemen talenta ASN, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang 

profesional, adaptif, dan berbasis kinerja. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang 

telah membantu proses pelaksanaan aksi perubahan ini sehingga dapat berjalan 

dengan lancar. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 

1. Ibu Siti Fauziah, S.E, M.M selaku Sekretaris Jenderal MPR RI yang telah 

memberikan dukungan dan kepercayaan bagi penulis untuk melaksanakan 

aksi perubahan; 

2. Bapak Dyastasita WB, S.Sos selaku mentor yang telah banyak memberikan 

dukungan dan kepercayaan selama penyusunan rancangan aksi perubahan, 
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3. Bapak Dr. Bambang Budhianto selaku pembimbing yang telah memberikan 

pengetahuan, bimbingan dan masukan selama penyusunan rancangan aksi 

perubahan, 

4. Teman-taman di Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang telah banyak 

membantu menyiapkan bahan dan data serta memberikan dukungan selama 

penulisan rancangan aksi perubahan, 

5. Keluarga atas dukungan yang telah diberikan, 

6. Teman-teman PKA Angkatan X Tahun 2025 yang menjadi teman belajar dan 

diskusi selama penulisan rancangan aksi perubahan, dan 

7. Para Widyaiswara BBPMKP Ciawi dan para narasumber lainnya yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan rancangan aksi 

perubahan. 

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan 

aksi perubahan ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan aksi 

perubahan. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. 

 

       Ciawi,    Desember 2025 

 

       Yuni Wahyu Widowati 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Perubahan dalam organisasi dan dinamika lingkungan strategis 

pemerintahan menuntut adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan 

profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya manusia di kalangan aparatur. 

Tantangan yang dihadapi birokrasi masa kini tidak hanya menyangkut jumlah 

pegawai yang ideal, tetapi juga berfokus pada kualitas dan kemampuan para 

pegawai dalam menjalankan tugas mereka secara optimal, sejalan dengan 

tuntutan organisasi serta perkembangan zaman. Peningkatan kualitas tata kelola 

sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu prioritas nasional dalam 

memperkuat birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi kinerja. Untuk 

mengatur jabatan di instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan Peraturan Menteri 

PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja. Selain merupakan amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN), setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan 

(anjab) dan analisis beban kerja (ABK) guna menyusun kebutuhan jumlah serta 

jenis jabatan dari PNS dan PPPK. 

 Dalam Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, diuraikan cara melaksanakan 

perhitungan kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja (ABK). Metoda 

perhitungan kebutuhan pegawai yang dipilih adalah metoda beban kerja yang 

diidentifikasi dari  a). Hasil kerja, b) Objek kerja;, c) Peralatan kerja; dan d) Tugas 

per tugas jabatan. Dari ke empat metode tersebut, Peraturan Menteri PANRB 

No. 1 Tahun 2020 cenderung mengarahkan metode perhitungan dengan 

menggunakan metode Tugas per tugas jabatan. Hal ini terlihat pada formulir 

Analisis Jabatan halaman 44 dimana pada formulir tersebut dilaksanakan 

perhitungan beban kerja dengan metode tugas per tugas jabatan, padahal 

terdapat alternatif lain dalam rangka menghitung beban kerja sebagaimana telah 

dijelaskan pada bagian sebelumnya.  
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 Dengan adanya anjab dan ABK, maka akan diketahui mengenai uraian 

jabatan, beban kerja per jabatan, peta jabatan, dan bobot jabatan. Hasil dari 

anjab dan ABK dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pegawai, 

penetapan kompetensi dan syarat dari suatu jabatan, serta sebagai indikator 

kinerja pegawai. Dengan terbitnya KepmenPAN RB Nomor 11 Tahun 2024 

tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi 

Pemerintah dimana terjadi pengelompokkan jabatan pelaksana menjadi 3 (tiga) 

jabatan yaitu klerek, operator dan teknisi, mengamanatkan instansi untuk 

melakukan penyesuaian nomenklatur bagi pelaksana sesuai nomenklatur yang 

baru. Peraturan ini memberikan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan 

kebutuhan pegawai ASN, termasuk penataan nomenklatur jabatan pelaksana di 

seluruh instansi pemerintah. Pengelompokkan ini membuat nama jabatan 

menjadi lebih sederhana, akan tetapi pendekatan perhitungan beban kerja 

dengan menggunakan uraian tugas per tugas menjadi kurang pas. Terdapat 

permasalahan mendasar terkait belum tersedianya instrumen atau tolok ukur 

yang mampu menggambarkan kemampuan dan beban kerja jabatan secara 

terstandar. Tanpa adanya standar kemampuan jabatan, proses penataan 

nomenklatur menjadi sulit dilakukan secara konsisten, karena masing-masing 

unit cenderung menggunakan pendekatan subjektif dan interpretasi masing-

masing. 

  Walaupun regulasi telah diperbarui, pelaksanaan Anjab dan ABK di 

berbagai instansi masih menghadapi tantangan termasuk di Sekretariat Jenderal 

MPR RI yaitu kesulitan menetapkan ukuran kemampuan atau kapasitas pegawai 

terhadap tugas yang bersifat analitis, koordinatif dan strategis, selain itu belum 

adanya tolok ukur kinerja kapasitas jabatan yang dapat dipakai sebagai standar 

pembanding (benchmark) antar unit maupun antar instansi. Selama ini, 

pelaksanaan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) telah 

menjadi alat utama dalam perencanaan dan penataan kebutuhan pegawai tetapi 

dalam kenyataan, kedua alat tersebut sering kali bersifat deskriptif dan 

administratif, karena lebih memperhatikan identifikasi tugas, fungsi, dan 

penghitungan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Pendekatan ini menghasilkan data kuantitatif mengenai beban kerja, namun 
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belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan nyata pegawai dalam 

melaksanakan tanggung jawab jabatan mereka. 

 Salah satu isu yang diangkat dalam aksi perubahan dan  dihadapi saat ini 

adalah kesulitan dalam menetapkan tolok ukur kompetensi atau kemampuan 

pegawai. Pada saat ini, belum ada ukuran yang baku untuk menilai secara 

objektif seberapa efektif seorang pegawai melaksanakan tugas jabatannya 

dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan hasil 

analisa jabatan sering kali tidak mencerminkan tingkat kemampuan 

sesungguhnya pegawai, sehingga sulit untuk memetakan kesenjangan 

kompetensi atau merencanakan pengembangan sumber daya manusia dengan 

tepat. Akibat tidak adanya tolok ukur kemampuan yang dapat diukur ini 

menyebabkan hasil Anjab dan ABK tidak mencerminkan kualitas pelaksanaan 

jabatan secara akurat, penetapan kebutuhan pegawai hanya bergantung pada 

beban kerja tanpa memperhatikan kemampuan pelaksana, kemudian proses 

pengembangan kompetensi dan manajemen talenta ASN juga tidak memiliki 

dasar yang kuat untuk mengevaluasi efektivitasnya. 

 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan regulasi memerlukan 

instrumen pendukung yang mampu menjembatani kebutuhan data beban kerja 

yang presisi dengan dinamika pekerjaan birokrasi modern. Untuk menjawab 

kebutuhan tersebut dikembangkan Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) 

sebagai metode baru dalam mendukung pelaksanaan Anjab dan ABK sesuai 

mandat KepmenPAN RB Nomor 11 Tahun 2024. Dalam konteks ini, Standar 

Kemampuan Rata-rata (SKR) diciptakan sebagai alat baru yang bisa 

memberikan ukuran objektif mengenai tingkat kemampuan pegawai dalam 

menjalankan tanggung jawab jabatan mereka. SKR menyertakan dimensi 

kompetensi dan kemampuan yang nyata dalam proses analisis, dengan 

mempertimbangkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang 

menjadi dasar dari kinerja jabatan. 

 Dengan adanya SKR, implementasi Anjab dan ABK menjadi lebih 

menyeluruh, karena tidak hanya mengukur beban kerja berdasarkan waktu dan 

volume, tetapi juga menilai kemampuan pelaksana jabatan dengan standar yang 

diterapkan. Dengan demikian, perhitungan kebutuhan pegawai dapat lebih 
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objektif dan dapat diperoleh kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan 

unit. Diharapkan penerapan SKR ini bisa mengatasi kesulitan dalam menetapkan 

tolok ukur kemampuan pegawai, penentuan beban kerja menjadi lebih objektif  

karena berbasis kapasitas aktual rata-rata, perhitungan kebutuhan pegawai 

menjadi lebih akurat karena tidak hanya menghitung volume tugas tetapi juga 

tingkat kesulitan dan kapasitas pelaksana, selanjutnya dengan SKR hasil Anjab 

dan ABK dapat lebih mudah diintegrasikan ke Sistem Informasi ASN dan 

digunakan dalam berbagai kebijakan SDM seperti penyusunan kompetensi 

ataupun dan penguatan sistem merit serta manajemen talenta ASN. Inovasi 

penyusunan Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) ini pada akhirnya diharapkan 

dapat mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis 

kinerja, serta mendukung peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya 

manusia aparatur secara berkelanjutan. 

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

 Struktur organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI dipimpin oleh Sekretaris 

Jenderal yang membawahi 2 (dua) Deputi yaitu Deputi Bidang Administrasi yang 

terdiri dari 4 (empat) Biro dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan 

Konstitusi yang terdiri dari 3 (tiga) Biro. Berdasarkan peraturan Sekretaris 

Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan 

Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

dukungan di bidang  sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hukum 

dan kearsipan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro SDM, Organisasi dan 

Hukum menyelenggarakan fungsi:  

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro SDM, Organisasi dan 

Hukum; 

2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro SDM, Organisasi dan 

Hukum;  

3. Perumusan dan evalusi rencana kegiatan dan anggaran Biro SDM, 

Organisasi dan Hukum;  
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4. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro SDM, 

Organisasi dan Hukum;  

5. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan administrasi keanggotaan dan 

manajemen sumber daya manusia;  

6. Perumusan kebijakan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan 

fasilitasi reformasi birokrasi;  

7. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-

undangan dan dokumen hukum, litigasi, pengelolaan jaringan dokumentasi 

dan informasi hukum, dan bantuan hukum;  

8. Pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, dan  

9. Penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro SDM, Organisasi dan Hukum.  

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi  dan  Hukum terdiri  dari  4  (empat) 

bagian, yaitu Bagian Sumber Daya Manusia; Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana; Bagian Hukum dan Bagian Persuratan dan Kearsipan. 

 Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang 

organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan 

Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana menyelenggarakan fungsi:  

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana;  

2. Penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang 

penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, penataan  

dan evaluasi organisasi;  

3. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang bisnis 

proses, standar operasional prosedur, budaya kerja, dan tata hubungan kerja; 

4. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang 

fasilitasi reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal; dan  

5. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di 

lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana.  
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Struktur Organisasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi 

 

C. Tujuan Aksi Perubahan 

 Tujuan dari penyusunan Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) adalah 

untuk menciptakan pendekatan baru dalam analisa jabatan (Anjab) dan Analisa 

Beban Kerja (ABK) yang lebih komprehensif, objektif dan berorientasi kinerja 

setelah terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah  sebagai upaya penyempurnaan 

pelaksanaan Anjab dan ABK sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

kesenjangan kemampuan antara pegawai dengan tuntutan jabatan yang 

diemban, serta menjadi dasar perencanaan pengembangan pegawai dalam 

rangka penerapan sistem merit dan manajemen talenta. 

Tujuan tersebut dapat diuraikan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tujuan jangka 

pendek, tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang. 

a. Tujuan jangka pendek 

➢ Tersedianya dokumen standar kemampuan rata-rata pegawai yang 

menyajikan standar kemampuan ukuran energi rata-rata yang diberikan 

Sekretaris Jenderal MPR RI

Deputi Bidang Pengkajian 
dan Pemasyarakatan

Deputi Bidang 
Administrasi

Biro SDM, Organisasi dan 
Hukum

Bagian Organisasi 
dan Tata Laksana

Subbagian Tata Subbagian Fasilitasi 
Reformasi Birokrasi
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oleh seorang pegawai untuk memperoleh satu satuan hasil yang menjadi 

alat strategis dalam melaksanakan manajemen talenta. 

b. Tujuan jangka menengah 

➢ Mendapatkan data kompetensi yang terpadu untuk merencanakan 

pengembangan sumber daya manusia jangka panjang. 

➢ Penetapan dokumen analisa jabatan dalam rangka mendukung 

pelaksanaan sistem merit. 

c. Tujuan jangka panjang 

➢ Pelaksanaan reviu standar kemampuan rata-rata 

➢ Proses mutasi, promosi dan pengembangan pegawai berdasarkan data 

kemampuan /kompetensi pegawai. 

D. Manfaat 

 Manfaat dari hasil aksi perubahan ini  tidak hanya dirasakan oleh Bagian 

Organisasi dan Tata Laksana saja tetapi juga dirasa oleh organisasi secara 

keseluruhan karena aksi perubahan ini mewujudkan tugas Bagian Organisasi 

dan Tata Laksana yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan 

pelaksanaan dukungan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal MPR RI serta mewujudkan salah satu fungsi yang ada yaitu 

penyiapan perumusan kebijakan penataan organisasi. 

 Manfaat secara umum yang dirasakan oleh penerima manfaat dari aksi 

perubahan ini dalam rangka mendukung reformasi birokrasi serta penguatan dan 

penataan organisasi adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Internal 

a. Pimpinan/Manajemen: 

● Memiliki pedoman objektif untuk penempatan, promosi dan 

pengembangan pegawai; 

● Mendapatkan data kompetensi yang terpadu untuk 

merencanakan pengembangan sumber daya manusia jangka 

panjang.  

b. Organisasi /Instansi: 

● SDM yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya sehingga 

kinerja organisasi meningkat; 
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● Tata kelola sumber daya manusia menjadi transparan, efisien dan 

akuntabel. 

c. Pegawai/ ASN: 

● Pegawai mendapat kejelasan tentang standar kompetensi yang 

dibutuhkan untuk pengembangan karir; 

● Pegawai mendapat kesempatan dalam karir yang lebih adil; 

● Pegawai mendapat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

nyata bukan hanya formalitas. 

d. Bagi project leader: 

● Meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, 

mengorganisasikan setiap tahapan program dalam mencapai 

tujuan perubahan; 

● Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam menyelesaikan 

setiap permasalahan yang muncul dalam mencapai tujuan. 

2) Manfaat Ekonomi  

 Aksi perubahan penyusunan Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) 

sebagai instrumen penataan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban 

Kerja (ABK) memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi organisasi 

pemerintah.  

 SKR menjadi pendekatan baru yang berbasis data empiris sehingga 

mampu meningkatkan akurasi perhitungan kebutuhan pegawai serta 

memperkuat efisiensi penggunaan anggaran dalam pengelolaan aparatur 

sipil negara. Selain memperkuat dasar penataan organisasi secara 

fungsional, penerapan SKR juga menghasilkan berbagai manfaat ekonomi 

yang berkontribusi langsung pada optimalisasi penggunaan anggaran 

pemerintah yaitu antara lain: 

a. Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) sebagai instrumen penataan 

Anjab dan ABK memberikan manfaat ekonomi yang signifikan melalui 

peningkatan akurasi perhitungan kebutuhan pegawai dan efisiensi 

penggunaan anggaran. 

b. Dengan SKR, organisasi dapat menentukan kebutuhan pegawai secara 

lebih presisi berdasarkan kemampuan rata-rata dalam menyelesaikan 
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beban kerja, sehingga terhindar dari pemborosan akibat kelebihan atau 

kekurangan pegawai. 

c. SKR juga mendorong optimalisasi alokasi SDM, meningkatkan 

produktivitas tanpa penambahan anggaran, serta mengarahkan program 

pengembangan kompetensi sehingga lebih tepat sasaran. 

d. SKR mendukung rasionalisasi tunjangan kinerja dan sistem reward 

berbasis data, sehingga anggaran kinerja lebih efektif dan akuntabel. 

e. SKR juga membantu perencanaan anggaran jangka menengah dan 

panjang secara lebih realistis, serta menekan biaya operasional yang 

muncul akibat ketidaksesuaian kompetensi atau rendahnya kinerja. 

Secara keseluruhan, penerapan SKR memperkuat prinsip value for money 

dalam pengelolaan sumber daya manusia, sekaligus meningkatkan efisiensi 

dan produktivitas organisasi.  

 

E. Potensi Keterkaitan RB Tematik 

 Aksi perubahan penyusunan Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) 

memiliki potensi kuat untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 

Tematik 2025 meskipun Setjen MPR bukan instansi layanan langsung pada 

sektor kemiskinan, investasi, hilirisasi, kesehatan, pangan ataupun pendidikan. 

Kontribusi aksi perubahan ini terletak pada penguatan tata kelola SDM, efisiensi 

internal, dan kualitas dukungan layanan kelembagaan, yang menjadi fondasi 

keberhasilan RB Tematik. RB Tematik 2025 berfokus pada upaya memperkuat 

tata kelola yang berdampak langsung pada pelayanan publik, penyelesaian isu 

strategis nasional, serta peningkatan efisiensi birokrasi melalui penguatan proses 

bisnis, SDM, dan transformasi digital.  

 Dalam konteks tersebut, penerapan SKR di lingkungan Sekretariat 

Jenderal MPR RI tidak hanya berdampak pada pembenahan internal organisasi, 

tetapi juga berkorelasi langsung dengan tema RB Tematik yang mengedepankan 

value for money, profesionalisme aparatur, dan peningkatan kinerja lembaga 

negara. Adapun peranan penyusunan SKR  dalam pelaksanaan RB adalah 

sebagai berikut: 
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a. Penyusunan SKR mendukung tema RB Tematik 2025 melalui perbaikan 

kualitas SDM Aparatur. 

SKR menghadirkan tolok ukur kuantitatif dan objektif terkait kemampuan rata-

rata yang diperlukan pada setiap jabatan. eningkatan akurasi Anjab dan ABK 

yang didukung SKR selaras dengan agenda penguatan manajemen talenta 

nasional yang menjadi salah satu prioritas RB Tematik. 

b. SKR turut memperkuat efisiensi birokrasi dan optimalisasi anggaran, yang 

merupakan elemen penting RB Tematik. 

 Dengan adanya standar kemampuan yang terukur, perencanaan kebutuhan 

pegawai dapat dilakukan lebih akurat sehingga menghindari kelebihan atau 

kekurangan pegawai yang selama ini menjadi sumber inefisiensi. Dalam 

konteks Setjen MPR yang memiliki tugas pelayanan persidangan, publikasi, 

hubungan kelembagaan, serta dukungan administratif lainnya, efisiensi ini 

berdampak langsung pada kelancaran dukungan sekretariat terhadap tugas 

konstitusional MPR. 
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BAB II 

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 

 

A. Analisis Permasalahan Organisasi dan Solusi 

1. Identifikasi dan Analisis Masalah 

a. Identifikasi Masalah 

 KepmenPAN RB Nomor 11 Tahun 2024 membawa perubahan 

signifikan dalam tata kelola manajemen ASN, khususnya terkait 

penyusunan kebutuhan jabatan melalui Analisis Jabatan (Anjab) dan 

Analisis Beban Kerja (ABK). Regulasi ini menegaskan perlunya 

pendekatan yang lebih objektif, berbasis data, dan mampu 

menggambarkan kapasitas serta beban kerja jabatan secara akurat namun 

untuk mewujudkan hal tersebut belum tersedia instrumennya.  

 Pada peraturan sebelumnya, yaitu PermenPAN RB  Nomor 41 Tahun 

2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri 

Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, nomenklatur jabatan pelaksana di 

sesuaikan dengan unit kerja dimana jabatan pelaksana tersebut 

ditempatkan. oleh karena itu, uraian tugas dari masing – masing jabatan 

pelaksana, dapat menyesuaikan langsung dengan tugas dan fungsi unit 

kerja yang bersangkutan. Dengan demikian, penghitungan kebutuhan 

pegawai dengan metode tugas pertugas jabatan cocok untuk dilakukan. 

 Perubahan peraturan ini memunculkan sejumlah permasalahan 

mendasar yang menghambat ketepatan hasil Anjab dan ABK. Salah satu 

persoalan utama adalah belum adanya tolok ukur kemampuan jabatan 

yang seragam dan terukur. Selama ini, penilaian kemampuan rata-rata 

dalam menjalankan suatu jabatan sering kali berbasis penilaian subjektif, 

bergantung pada pengalaman unit kerja, serta sangat dipengaruhi oleh 

interpretasi individu. Ketidakjelasan standar ini menyebabkan perbedaan 

kualitas hasil Anjab dan ABK antar unit, sehingga rekomendasi kebutuhan 

pegawai tidak dapat dibandingkan secara tepat.  
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 Kondisi ini berdampak pada ketidakakuratan perhitungan kebutuhan 

pegawai, yaitu di beberapa jabatan mengalami kelebihan tenaga, 

sementara jabatan lain kekurangan pegawai untuk memenuhi tuntutan 

tugas. Ketidaktepatan ini berpengaruh pada efektivitas organisasi secara 

keseluruhan. 

 Permasalahan semakin kompleks ketika melihat bahwa belum ada 

instrumen yang menggambarkan kemampuan nyata jabatan berdasarkan 

karakteristik tugas, volume pekerjaan, dan tingkat kesulitan proses kerja 

secara konsisten. Tanpa instrumen tersebut, penyusunan Anjab dan ABK 

tidak mampu menggambarkan beban kerja riil yang dihadapi sebuah 

jabatan. Akibatnya, pemetaan kompetensi pegawai dan penempatan 

personel tidak selalu sesuai dengan kebutuhan jabatan. Hubungan antara 

kebutuhan jabatan dan kompetensi pegawai pun menjadi tidak selaras. 

Beberapa jabatan diisi oleh pegawai yang persyaratan kompetensinya 

tidak sesuai dengan job requirement yang dihasilkan dari Anjab. 

Ketidaksesuaian ini bukan semata karena kompetensi pegawai yang 

rendah, tetapi karena standar kemampuan jabatan itu sendiri tidak 

ditetapkan secara objektif.  

 Guna meningkatkan kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyiapan perumusan 

kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang penyusunan analisis 

jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, penataan dan evaluasi 

organisasi, diperlukan identifikasi masalah agar permasalahan yang ada 

dapat segera diminimalisir sehingga tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap capaian kinerja organisasi. Adapun permasalahan yang dapat di 

identifikasi saat ini yang ada di Bagian Organisasi dan Tata Laksana adalah 

sebagai berikut: 
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    Gambar 2 Identifikasi Masalah 

 

b. Analisis Masalah 

 Dalam upaya menciptakan pengelolaan organisasi yang efisien, 

efektif, dan bertanggung jawab, diperlukan suatu analisis yang menyeluruh 

terhadap berbagai tantangan kinerja yang dihadapi. Analisis mengenai 

masalah kinerja organisasi tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi 

hambatan yang ada, tetapi juga sebagai landasan dalam menyusun 

strategi perbaikan yang terarah. Masalah kinerja pada hakekatnya 

menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi ideal yang diinginkan dan 

situasi nyata yang dihadapi oleh organisasi. Perbedaan tersebut dapat 

timbul dari berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia, proses 

manajerial, sistem informasi, serta pola koordinasi dan komunikasi antar 

unit kerja. Dari permasalahan yang ada maka dilakukan analisa 

permasalahan dengan menggunakan metode APKL dan USG. 
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1) Analisis APKL 

 Analisa APKL ini bertujuan menyaring berbagai masalah yang 

ada agar tidak semua ditangani sekaligus, yaitu dengan menentukan 

masalah mana yang paling prioritas untuk segera dipecahkan dan 

membantu pengambilan keputusan berbasis urgensi, manfaat dan 

kelayakan. Analisa permasalahan yang diangkat dalam aksi 

perubahan ini adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Analisis Isu dengan Menggunakan Tapisan APKL 

NO ISU FAKTOR KETERANGAN 

A P K L 

1 Adanya komplain ketika 
mutasi atau promosi pegawai 
karena pengisian jabatan 
belum dilaksanakan berdasar 
sistem merit 

V V V V Memenuhi 
syarat 

2 Kesulitan menetapkan tolok 
ukur kemampuan  untuk 
suatu jabatan 

V V V V Memenuhi 
syarat 

3 Pelaksanaan kegiatan tidak 
sesuai SOP yang ada 

V V V V Memenuhi 
syarat 

4 Kesulitan pengumpulan data 
dukung pemenuhan capaian 
indikator reformasi birokrasi 

V V X X Tidak 
memenuhi 
syarat 

Keterangan:  
A :  

Aktual, 
P : Problematik, K: Kekhalayakan, L : Layak 

 

  Berdasarkan informasi analisa APKL tersebut, diperoleh hasil 

bahwa isu yang memenuhi syarat adalah isu nomor 1, 2 dan 3. 

 

2) Analisis USG 

  Berdasarkan analisa APKL maka analisa permasalahan 

berikutnya dilakukan dengan analisis USG. Dalam metode ini, setiap 

isu dievaluasi berdasarkan seberapa mendesak atau pentingnya 

penanganan segera, tingkat dampak serius yang ditimbulkan pada 

performa organisasi, serta potensi perkembangan atau risiko semakin 

buruknya isu jika tidak ditangani dengan cepat.  
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 Implementasi analisis ini diharapkan dapat memperkuat proses 

pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dalam 

perencanaan, dan memastikan bahwa sumber daya organisasi 

tereksplorasi untuk menangani masalah yang paling mendesak demi 

mencapai tujuan strategis. Analisa permasalahan yang dihadapi 

dengan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2 Analisis USG Permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Ortala 

Masalah U S G Total  Prioritas 

Komplain saat mutasi karena jabatan tidak 

sesuai kompetensi dan belum 

dilaksanakannya sistem merit 

5 5 4 14 II 

Kesulitan menetapkan tolok ukur 

kemampuan untuk suatu jabatan 

5 5 5 15 I 

Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai SOP 4 4 4 12 III 

Kesulitan pengumpulan data dukung 

pemenuhan capaian indikator reformasi 

birokrasi 

4 4 3 11 IV 

Keterangan : 

U : Urgency, tingkat 
kegawatan apabila 
masalah tidak 
ditanggulangi akan 
semakin gawat 

 5 
 
4 

: 
 
: 

Sangat 
gawat/serius/kuat 
 
Gawat/serius/kuat 

S : Seriousness, tingkat 
keseriusan masalah 
dengan masalah 
lainnya 

  
3 

 
: 

 
Cukup 

G : Growth, tingkat 
luas/besarnya masalah 

  
2 

 
: 

 
Tidak 
gawat/serius/kuat 

       
    1 : Tidak ada 

pengaruh 
 

Berdasarkan analisis USG, diperoleh hasil bahwa isu yang menjadi 

prioritas dan harus segera mendapatkan jalan keluar adalah isu 
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tentang kesulitan menetapkan tolok ukur kemampuan untuk suatu 

jabatan.  

3) Analisis Fishbone 

 Analisis fishbone, yang juga dikenal sebagai diagram sebab dan 

akibat, adalah salah satu teknik yang dipakai untuk menemukan 

penyebab utama dari suatu masalah dengan pendekatan yang 

terstruktur. Dalam metode ini, isu utama diposisikan sebagai "kepala 

ikan" dan beragam faktor penyebab dikelompokkan dalam kategori 

tertentu, seperti manusia, metode, mesin atau teknologi, material, 

lingkungan, dan kebijakan atau aturan dituangkan dalam duri atau 

tulang utama, sedangkan detail penyebab yang lebih spesifik ada di 

tulang cabang. 

 

      

Gambar 3 Analisa Fishbone 

 

2. Kondisi Ideal yang Diharapkan 

 Berdasarkan akar permasalahan penyebab “kesulitan menetapkan 

tolok ukur kemampuan untuk suatu jabatan” yang memengaruhi capaian 

indikator kinerja organisasi, selanjutnya disusun kondisi kinerja yang 

diharapkan beserta gagasan solusinya. Berikut ini adalah kondisi yang 

diharapkan beserta gagasan solusinya. 

Kesulitan 

menentukan 

tolok ukur 

kemampuan 

pegawai 
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Tabel 3 Kondisi yang Diharapkan dan Gagasan Solusi 

Aspek Kondisi 

Saat Ini 

Kondisi yang Diharapkan Gagasan Solusi 

Man: 
Kurangnya  
pengalaman dalam 
penyusunan standar 
kemampuan 

Man: 
Tim Anjab–ABK dan 
penyusun SKR kompeten 
dalam mengukur 
kemampuan dan beban 
kerja 

Man:  
❖ Pelatihan penyusunan 

SKR,  dan analisis 
beban kerja 

Methods: 
Belum ada standar 
kemampuan rata-
rata (SKR) 

Methods: 
Tersedia standar 
kemampuan rata-rata untuk 
setiap jabatan sebagai 
acuan baku 

 
 
Methods & Measurable: 
❖ Penyusunan standar 

resmi untuk mengukur 
kemampuan rata-rata 
pegawai yang berlaku 
untuk semua unit 

 

Measurable: 
Kriteria pengukuran 
kemampuan tidak 
seragam 

Measurable: 
Kriteria pengukuran 
kemampuan seragam, 
terdokumentasi dan berlaku 
di seluruh unit 

Material: 
Data kompetensi 
pegawai belum 
lengkap 

Material: 
Data kompetensi pegawai 
tersedia lengkap, mutakhir 
dan terdokumentasi dalam 
satu basis data 

Material: 
❖ Updating/pemutakhiran 

data kompetensi 
seluruh pegawai 
secara berkala. 

Machine 
Sistem informasi 
kompetensi pegawai 
belum terintegrasi 

Machine 
Terintegrasinya sistem 
informasi kompetensi 
pegawai 

Machine 
❖ Pengembangan sistem 

informasi berbasis web 
yang terhubung antar 
unit 

Enviroment: 
Budaya kerja belum 
berbasis kompetensi 

Enviroment: 
Budaya kerja organisasi 
berbasis kompetensi, 
kinerja dan standar 
kemampuan 

Enviroment: 
❖ Reward and 

punishment 
berdasarkan 
kompetensi 

 

 Gagasan solusi terhadap akar permasalahan yang ada, selanjutnya 

di analisa yang untuk memperoleh keputusan yang tepat untuk 

memberikan solusi terhadap isu yang harus segera di carikan pemecahan 

masalahnya.   Analisa yang dilakukan dengan menggunakan analisa Mc 

Namara.  

Tabel 4 Analisa Mc Namara 
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No Alternatif Solusi Kontribusi 

(1-5) 

Biaya 

(1-5) 

Layak 

(1-5) 

Total 

1 Pelatihan penyusunan SKR,  

dan analisis beban kerja 

4 3 4 11 

2 Penyusunan standar resmi 
untuk mengukur kemampuan 
rata-rata pegawai yang 
berlaku untuk semua unit 

5 4 5 14 

3 Updating/pemutakhiran data 

kompetensi seluruh pegawai 

secara berkala. 

3 5 4 12 

4 Pengembangan sistem 

informasi berbasis web yang 

terhubung antar unit 

4 2 3 9 

5 Reward and punishment 

berdasarkan kompetensi 

2 3 4 9 

Keterangan : 

• 5 : Sangat kontributif/Biaya Sangat Kecil/Sangat Layak 

• 4 : Kontributif/Biaya kecil/Layak 

• 3 : Cukup kontributif/Biaya cukup/Cukup layak 

• 2 : Kurang kontributif/Biaya cukup besar/Kurang layak 

• 1 : Tidak kontributif/Biaya besar/Tidak layak 

 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Mc Namara, hasil 

gagasan pemecahan isu yang menjadi prioritas adalah gagasan kedua 

yaitu “Menyusun standar resmi untuk mengukur kemampuan rata-rata 

pegawai”, karena hal ini memberi arah secara jelas dan memberikan 

dampak yang luas terhadap . Adapun definisi operasional dari standar 

kemampuan rata-rata  pegawai adalah   standar prestasi rata-rata pegawai 

adalah standar kemampuan yang menunjukkan ukuran energi rata-rata 

yang diberikan oleh seorang pegawai untuk memperoleh satu satuan 

hasil. 

3. Terobosan / Inovasi 

 Dalam rangka menyelesaikan permasalahan kesulitan menetapkan 

tolok ukur kemampuan untuk suatu jabatan, diperlukan sebuah inovasi 

yang mampu menghadirkan standar yang jelas, terukur, dan mudah 

diimplementasikan.  
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 Penyusunan Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) menjadi 

terobosan strategis yang tidak hanya memberikan kejelasan dalam 

pengelolaan SDM, tetapi juga memperkuat sistem merit dalam 

manajemen ASN di Sekretariat Jenderal MPR RI. Inovasi ini dirancang 

dengan kriteria relevan terhadap kebutuhan organisasi, dapat diukur 

secara objektif, berkelanjutan, serta terintegrasi dengan sistem tata kelola 

kelembagaan. SKR dapat menjadi instrumen baru untuk menyelesaikan 

hambatan kesulitan menetapkan tolok ukur kemampuan untuk suatu 

jabatan.  

 Tipe inovasi dari Standar Kemampuan Rata-rata sebagai Instrumen 

Penataan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5 Tipe Inovasi 

TIPE INOVASI BENTUK KONKRET 

Proses (Process Innovation) Mekanisme baru pemetaan 

kompetensi ASN berbasis 

kemampuan, asesmen berbasis 

data bukan subjektivitas 

Produk (Produk Innovation) Kamus standar kemampuan rata-

rata 

Organisasi (Organizational 

Innovation) 

Penataan tata kelola SDM 

berbasis Standar Kemampuan 

Rata-rata 

Kebijakan (Policy Innovation) Penyusunan regulasi internal 

tentang penerapan SKR sebagai 

dasar pelaksanaan manajemen 

talenta 

 

 Adapun untuk kriteria inovasi penyusunan standar kemampuan 

rata-rata pegawai adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 6 Kriteria Inovasi dan Implementasi Konkret 
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KRITERIA 
INOVASI 

IMPLEMENTASI KONKRET 

Relevansi Standar kemampuan rata-rata pegawai menjawab 

kebutuhan organisasi dalam menetapkan standar 

kompetensi jabatan  sebagai dasar manajemen ASN 

Keterukuran Penetapan indikator kompetensi standar 

kemampuan rata-rata pegawai dapat diukur melalui 

asesmen, pengumpulan data dengan metode 

wawancara 

Keberlanjutan Standar kompetensi rata-rata pegawai digunakan 

secara berkelanjutan dalam sistem merit dan 

manajemen talenta, diperbarui sesuai dinamika 

organisasi dan regulasi nasional 

Efisiensi dan 

efektiviatas 

Mengurangi subjektivitas dalam promosi/mutasi 

ASN dengan instrumen terstandar; mempercepat 

proses pengambilan keputusan SDM 

Keterpaduan  Integrasi standar kemampuan rata-rata dengan 

sistem manajemen ASN: rekrutmen, pengembangan 

kompetensi, promosi, dan evaluasi kinerja. 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Setiap keputusan SDM berbasis data kompetensi 

dan standar yang dapat di verifikasi 

Kebaruan Menghasilkan penetapan  standar kompetensi 

jabatan dan standar kemampuan rata-rata  

 

 Seiring dengan terbitnya PermenPAN RB Nomor 11 Tahun 2024 

tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi 

Pemerintah dan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan 

Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah 

dimana jumlah nomenklatur jabatan pelaksana semakin sedikit, 

sedangkan sebaran pelaksana pada unit kerja menggunakan nomenklatur 

yang sama (klerik, operator, dan teknisi) maka perlu dilakukan 

standarisasi kemampuan rata-rata jabatan agar didapatkan penghitungan 

kebutuhan pegawai sesuai dengan kontribusi masing- masing jabatan. 

 Metode SKR menghadirkan pendekatan baru dalam penyusunan 

Anjab dan ABK dengan berfokus pada standar kemampuan rata-rata 

sebagai ukuran objektif kapasitas jabatan. Berbeda dengan metode lama 
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yang berbasis daftar tugas dan waktu, SKR menekankan pengukuran 

output, kompleksitas pekerjaan, dan ekspektasi kompetensi sehingga 

memberikan hasil yang lebih relevan bagi jabatan konseptual dan 

legislatif. Dengan akurasi yang lebih baik dan keterkaitan kuat dengan RB 

Tematik 2025 serta penguatan sistem merit, SKR menjadi inovasi yang 

pantas dijadikan aksi perubahan karena mampu menyelesaikan 

permasalahan klasik Anjab–ABK dan meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan organisasi secara signifikan. 

 Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) pegawai adalah standar 

kemampuan yang menunjukkan ukuran enerji rata-rata yang diberikan 

seorang pegawai atau sekelompok pegawai untuk memperoleh satu 

satuan hasil. Metode SKR digunakan dalam penghitungan beban kerja 

pegawai serta menentukan kebutuhan pegawai pada metode pendekatan 

hasil kerja bukan pendekatan tugas per tugas jabatan. Metoda 

pendekatan  hasil kerja menghitung kebutuhan dengan mengidentifikasi 

beban kerja dari hasil kerja jabatan. Metoda pendekatan hasil kerja ini 

dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat 

kebendaan, atau hasil kerja non fisik tetapi dapat dikuantifisir, sedangkan 

metode pendekatan tugas per tugas jabatan adalah metode untuk 

menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak 

atau beragam. Hasil beragam artinya hasil kerja dalam jabatan banyak 

jenisnya.  

 Perbandingan penggunaan metode SKR  (pendekatan hasil kerja) 

dengan metode lama (pendekatan tugas per tugas jabatan) adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 7 Persandingan Pendekatan Metode Lama dengan Metode 
SKR 
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Pendekatan Tugas per Tugas 
(Metode Lama) 

Pendekatan Hasil Kerja + SKR  
(Metode Baru) 

Fokus pada daftar apa yang 
dikerjakan (rincian tugas demi tugas 
secara normatif) 

Fokus pada apa yang dihasilkan 
(output / outcomes). 

Tidak menilai kemampuan rata-rata. Mengukur kemampuan rata-rata dan 
kompleksitas. 

Tidak menangkap kompleksitas. Selaras dengan kinerja, RB tematik, 
dan merit system. 

Tidak langsung terhubung dengan 
hasil kinerja. 

Lebih efisien dan akurat untuk Anjab 
& ABK. 

Orientasinya pada inpu-proses (apa 
yang dikerjakan) 

Orientasi pada output–outcome (apa 
yang dihasilkan) 

Volume tugas dihitung satu per satu, 
sangat teknis dan memakan waktu. 

Perhitungan beban kerja lebih efisien 
karena berbasis hasil dan tingkat 
kemampuan rata-rata 

Sulit menyesuaikan perubahan/ 
dinamika organisasi  karena 
tergantung daftar tugas 

Adaptif terhadap perubahan hasil 
kerja dan target organisasi 

Dalam aspek pengembangan SDM, 
tidak dapat memetakan gap 
kompetensi secara jelas. 

Dalam pengembangan SDM, SKR 
memetakan tingkat kemampuan 
ideal vs kondisi ASN 

Rumit, panjang, dan detail aktivitas 
kecil. 

Lebih ringkas, fokus pada hasil 
utama, dilengkapi SKR. 

 

 

B. Tahapan Perubahan /Milestone 

 Perubahan dalam tata kelola sumber daya manusia tidak hanya menuntut 

ketepatan kebijakan, tetapi juga ketelitian dalam merumuskan instrumen yang 

dapat diandalkan. Penyusunan Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) lahir dari 

kebutuhan nyata untuk menghadirkan tolok ukur yang objektif, terukur, dan dapat 

dijadikan rujukan dalam penataan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. 

SKR menjadi jawaban atas kesenjangan yang selama ini terjadi, ketika 

kemampuan suatu jabatan sulit ditentukan secara sistematis, sehingga 
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berdampak pada ketidakakuratan perhitungan beban kerja dan pengambilan 

keputusan SDM. 

 Untuk memastikan bahwa inovasi ini berjalan secara terarah dan 

memberikan dampak nyata, penyusunan SKR dibangun melalui rangkaian 

tahapan milestone yang dirancang secara bertahap dan bertingkat. Setiap 

milestone mencerminkan proses penting, dimulai dari identifikasi permasalahan 

dan penguatan landasan regulasi, pengembangan konsep dan instrumen, 

pengujian dan validasi, hingga penerapan awal dalam konteks Anjab dan ABK. 

Milestone ini menjadi peta perjalanan perubahan, memperlihatkan bagaimana 

sebuah kebutuhan praktis di lapangan diterjemahkan menjadi rancangan solusi, 

kemudian dikembangkan menjadi instrumen yang siap digunakan, dan pada 

akhirnya diintegrasikan dalam proses organisasi. Dengan memahami tahapan 

milestone ini, kita dapat melihat secara lebih jelas bagaimana SKR bergerak dari 

sebuah gagasan perubahan menjadi inovasi yang memberi nilai tambah bagi 

penataan organisasi, beban kerja, serta manajemen talenta di lingkungan 

Sekretariat Jenderal MPR RI. 

 Langkah-langkah rencana aksi perubahan dibuat dengan 

mempertimbangkan urgensi masalah, ketersediaan sumber daya, dan dukungan 

dari kebijakan reformasi birokrasi yang ada. Setiap langkah mencakup 

penentuan aktivitas, penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan jangka 

waktu pelaksanaan, sehingga proses perbaikan dapat dipantau, dievaluasi, dan 

disesuaikan secara berkelanjutan. Dengan tahapan rencana aksi perubahan ini, 

diharapkan organisasi dapat bertransformasi menuju sistem manajemen SDM 

yang lebih objektif, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kinerja 

secara nyata. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

1. Tahap Jangka Pendek 
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Tabel 8 Tahapan Jangka Pendek 

No Tahapan (Milestone)/Kegiatan Waktu Output Kunci 

1 Persiapan   

 a.  Konsultasi awal dengan mentor Minggu 1 
bulan Oktober 

 

 b. Pembentukan tim kerja: 

• Pemilihan anggota tim kerja 

• Pembagian tugas anggota 
tim kerja 

• Pembuatan surat tugas 
penunjukan tim efektif 

Minggu 1 
bulan Oktober 

Surat tugas tim 
efektif 

2 Pelaksanaan Pengumpulan Data    

 a. Rapat pendahuluan, diskusi, 
koordinasi dengan tim kerja 
(penentuan kertas kerja 
pengumpulan data, metode 
pengumpulan data) 

Minggu ke 2 & 
3 bulan 
Oktober 

Notulen rapat, 
foto kegiatan 

 b. Benchmarking dengan 
ahli/pakar 

Minggu ke 3 
bulan Oktober 

Foto kegiatan, 
notulen 

 c. Rapat penentuan metode 
pengumpulan data 

Minggu ke 3 
Bulan Oktober 

Dokumentasi, 
notulen 

 d. Proses pengumpulan data untuk 
penyusunan standar 
kemampuan rata-rata pegawai 

Minggu ke 3 
bulan Oktober 
s.d minggu ke 
4 bulan 
November 

Form isian 
uraian tugas, 
dokumentasi 
foto kegiatan 

3 Finalisasi    

 a. Finalisasi penyusunan dokumen 
standar kemampuan rata-rata 
pegawai 

Minggu ke 4 
bulan 
November 

Kamus standar 
kemampuan 
rata-rata 

 b. Sosialisasi Standar Kemampuan 
Rata-rata Pegawai 

Minggu ke 4 
bulan 
November 

Undangan, 
daftar hadir, 
foto 

 c. Penggalangan dukungan dari 
stakeholder eksternal 

Minggu ke 1 
bulan 
Desember 

Surat 
Pernyataan 
dukungan 

 

2. Tahap Jangka Menengah 

Tabel 9 Tahapan Jangka Menengah 
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No Tahapan 
(Milestone)/Kegiatan 

Waktu Output Kunci 

1 Penerapan standar 
kemampuan rata-rata 
pegawai pada seluruh 
jabatan yang ada 

Triwulan 
2 tahun 

2026 

Standar kompetensi 
terintegrasi dalam 
proses mutasi dan 
promosi 

2 Workshop internal 
penggunaan standar 
kemampuan rata-rata 

Triwulan 
2 tahun 

2026 

Pimpinan/pegawai 
memahami penggunaan 
standar 

3 Monitoring dan evaluasi 
awal terkait pelaksanaan 
penerapan standar 
kemampuan rata-rata 
pegawai 

Triwulan 
3 tahun 

2026 

Laporan hasil evaluasi 

4 Perbaikan dan 
penyempurnaan standar 
kompetensi berdasar 
hasil evaluasi 

 Triwulan 
4 tahun 
2026 

Revisi standar 
kompetensi 

3. Tahap Jangka Panjang 

Tabel 10 Tahapan Jangka Panjang 

No Tahapan 
(Milestone)/Kegiatan 

Waktu Output Kunci 

1 Standar kompetensi 
dijadikan acuan resmi 
dalam seluruh proses 
manajemen SDM 

Triwulan 3 
tahun 
2026 

Penetapan SKJ menjadi 
dasar proses 
manajemen SDM 

2 Data kompetensi 
digunakan untuk 
perencanaan karier 
dan suksesi 

Triwulan 4 
tahun 
2026 

Dashboard kompetensi 
tersedia untuk pimpinan 

3 Kompetensi menjadi 
dasar reward & 
punishment 

Triwulan 4 
tahun 
2026 

Budaya kerja berbasis 
kompetensi terbentuk, 
penilaian kierja lebih 
objektif 

4 Peningkatan 
engagement pegawai 
melalui pemetaan 
kompetensi 

Triwulan 4 
tahun 
2026 

Tingkat kepuasan & 
engagement pegawai 
meningkat 

 
 

C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan) 

  Dalam pelaksanaan aksi perubahan penyusunan Standar Kemampuan 

Rata-rata (SKR), pengelolaan sumber daya pegawai menjadi unsur kunci yang 

menentukan keberhasilan implementasi. Aksi perubahan ini tidak hanya 
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membutuhkan rancangan instrumen yang tepat, tetapi juga memerlukan 

keterlibatan pegawai yang memiliki kompetensi, pemahaman, dan komitmen 

untuk berkontribusi sepanjang proses. 

 Pengelolaan sumber daya pegawai juga diarahkan pada pembentukan 

budaya kerja kolaboratif. Setiap anggota tim tidak hanya bertugas menjalankan 

peran teknis, tetapi nantinya juga menjadi agen perubahan yang 

mensosialisasikan manfaat SKR bagi perbaikan tata kelola ASN. Komitmen dan 

partisipasi aktif pegawai menjadi modal penting dalam memastikan bahwa aksi 

perubahan dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan 

sumber daya pegawai yang terencana dan terstruktur, pelaksanaan aksi 

perubahan penyusunan SKR mampu menghasilkan output yang kredibel dan 

siap diimplementasikan dalam penataan Anjab, ABK, serta mendukung 

manajemen talenta di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.  

 Dengan demikian, kehadiran SKR tidak hanya menjadi inovasi teknis, 

tetapi juga merupakan hasil dari kolaborasi pegawai yang berorientasi pada 

perbaikan berkelanjutan.  

 Pentingnya pengelolaan sumber daya pegawai menjadi unsur kunci yang 

menentukan keberhasilan implementasi maka perlu di bentuk tim kerja. Tim kerja 

aksi perubahan merupakan sebuah kelompok yang dibentuk secara khusus 

dengan tujuan untuk merencanakan, melaksanakan dan menilai program 

perubahan dalam organisasi dengan harapan bisa mencapai hasil yang 

diinginkan. Dalam rangka aksi perubahan penetapan standar kompetensi jabatan 

dan penyusunan standar kemampuan rata-rata, tim ini berperan sebagai 

penggerak yang memastikan bahwa semua aktivitas dilaksanakan sesuai 

dengan tujuan, mengidentifikasi permasalahan utama, menyusun strategi 

perubahan, menyusun strategi perubahan melalui penetapan standar. Adapun 

susunan dan peran tim efektif ini adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 11 Susunan dan Tugas Tim Kerja 

Jabatan Tugas 

Penanggungjawab Memberikan dukungan kebijakan serta 
memastikan keselarasan aksi perubahan dengan 
visi misi organisasi. 
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Jabatan Tugas 

Project Leader Memimpin langsung aksi perubahan 

Anggota Tim I Bertanggungjawab substansi data analisis jabatan 
dan penyusunan standar kemampuan rata-rata 

Anggota Tim II Bertanggungjawab terhadap pengumpulan data 
kerja tim dan administrasi kelengkapan 
 

 

     

Gambar 4 Struktur Tim Kerja 

 Adapun pemetaan SDM untuk Tim Kerja memiliki tujuan untuk 

menempatkan orang yang tepat pada peran yang sesuai, mengoptimalkan 

potensi anggota, memperjelas pembagian tugas, serta meningkatkan 

akuntabilitas dan sinergi kerja. Selain itu, pemetaan membantu mengidentifikasi 

kebutuhan pengembangan kompetensi sehingga tim dapat menjalankan aksi 

perubahan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

 

D. Manajemen Risiko 

 Dalam melaksanakan perubahan dalam penyusunan Standar 

Kemampuan Rata-rata (SKR), perlu diterapkan pendekatan manajemen 

pengendalian risiko yang terencana dan sistematis. Ini menjadi penting karena 

setiap proses perubahan selalu berpotensi menghadapi tantangan, baik dari sisi 

teknis, koordinasi, regulasi, maupun penerimaan dari para pemangku 

kepentingan.  
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 Dengan pengelolaan risiko yang matang, organisasi bisa mendeteksi 

potensi masalah lebih awal, mengevaluasi dampak serta kemungkinan 

terjadinya, dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Oleh karena 

itu, manajemen risiko tidak hanya berperan sebagai alat pelindung, tetapi juga 

sebagai sarana untuk menjamin keberlangsungan dan kesuksesan pelaksanaan 

SKJ dan SKR dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Secara ringkas untuk 

mengatasi potensi kendala dan masalah yang akan dihadapi maka dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Risiko 

Tabel 12 Identifikasi Risiko 

No Tahapan (Milestone)/Kegiatan Risiko 

1 Persiapan  

 a. Konsultasi awal dengan mentor Konsultasi awal terlambat 

 b. Pembentukan tim kerja: 

• Pemilihan anggota tim kerja 

• Pembagian tugas anggota tim 
kerja 

• Pembuatan surat tugas 
penunjukan tim efektif 

 

• Adanya penolakan/ 
resistensi pegawai unit kerja 

• Kompetensi anggota tidak 
sesuai 

• Beban kerja tidak seimbang 

• Surat tugas terlambat terbit 

2 Pelaksanaan Pengumpulan Data   

 a. Rapat pendahuluan, diskusi, 
koordinasi dengan tim kerja 
(penentuan kertas kerja 
pengumpulan data, metode 
pengumpulan data) 

Perbedaan pandangan 
tentang metode kerja 

 b. Benchmarking dengan ahli/pakar • Ahli /pakar sulit dihadirkan 

• Data masukan kurang 
relevan 

 c. Rapat penentuan metode 
pengumpulan data 

Peserta rapat tidak hadir  

 d. Proses pengumpulan data untuk 
penyusunan standar kemampuan 
rata-rata pegawai 

• Peserta tidak memberikan 
data /informasi secara 
lengkap 

3 Finalisasi   

 a. Finalisasi penyusunan dokumen 
standar kemampuan rata-rata 
pegawai 

Finalisasi melewati jadwal 

 b. Sosialisasi Standar Kemampuan 
Rata-rata Pegawai 

Peserta tidak hadir 
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No Tahapan (Milestone)/Kegiatan Risiko 

 c. Penggalangan dukungan dari 
stakeholder eksternal 

Kurangnya kepercayaan 
stakeholder terhadap 
inovasi SKR 

 

2. Analisa dan Evaluasi Risiko 

  Berdasarkan identifikasi risiko atas tahapan pelaksanaan aksi 

perubahan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis penyebab 

risiko dari hasil identifikasi risiko yang berpotensi menggagalkan sasaran. Daftar 

penyebab risiko beserta daftar level risiko dapat dilihat pada tabel berikut 

 

Tabel 13 Mitigasi Risiko 

 
No 

 
Tahapan 

 
Risiko 

 

Analisa Risiko Mitigasi Risiko 

K D NR TR 

1 Konsultasi awal 

dengan mentor 

Konsultasi 

awal secara 

langsung 

terlambat 

2 3 6 Rendah Konsultasi 

melaui online 

 Pembentukan 

tim kerja 

Adanya 

penolakan/ 

resistensi 

pegawai unit 

kerja 

2 3 6 Rendah Sosialiasi awal, 

penjelasan 

manfaar SKR 

 Pembentukan 

tim kerja 

Kompetensi 

anggota tidak 

sesuai 

3 3 9 Rendah Mapping 

komptensi, 

menambah 

anggota 

berkompeten, 

pelatihan 

singkat 

 Pembentukan 

tim kerja 

Beban kerja 

tidak 

seimbang 

3 4 12 Sedang Evaluasi tugas 

redistribusi 

pekerjaan 

 Pembentukan 

tim kerja 

Perbedaan 

pandangan 

metode kerja  

3 4 12 Sedang Menetapkan 

pedoman kerja 
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No 

 
Tahapan 

 
Risiko 

 

Analisa Risiko Mitigasi Risiko 

K D NR TR 

 Benchmarking Ahli/pakar 

sulit 

dihadirkan  

3 3 9 Rendah Menghubungi 

pakar lebih 

awal, 

menyediakan 

alternatif pakar 

 Benchmarking Data 

masukan 

kurang 

relevan 

3 3 9 Rendah Menyusun 

daftar 

pertanyaan 

spesifik 

 Rapat metode 

pengumpulan 

data 

Peserta rapat 

ada yang 

tidak hadir 

3 4 12 Sedang Undangan jauh 

hari, ada opsi 

rapat online 

 Pengumpulan 

data 

Peserta tidak 

memberikan 

data/ 

informasi 

secara 

lengkap 

4 4 16 Tinggi Sederhanakan 

format data, 

reminder 

berkala dan 

pendampingan 

teknis 

 Finaliasasi 

dokumen 

Finalisasi 

melewati 

jadwal 

3 4 12 Sedang Timeline rinci, 

pembagian 

tugas jelas 

 Sosialisasi 

SKR 

Peserta tidak 

hadir 

3 4 12 Sedang Undangan jauh 

hari, rekaman 

materi, materi 

ringkas 

 Penggalangan 

dukungan 

stakeholder 

Kurangnya 

kepercayaan 

stakeholder 

terhadap 

inovasi 

2 3 6 Rendah Komunikasi 

manfaat SKR, 

menyampaikan 

conto/simulasi 

danpendekatan 

personal 

 

E. Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan 

 Pengembangan SDM dalam tim efektif aksi perubahan merupakan langkah 

strategis untuk memastikan seluruh anggota memiliki kompetensi, motivasi, dan 

kapasitas yang selaras dengan tujuan perubahan. Strategi pengembangan 

dilakukan secara terencana agar tim tidak hanya mampu menyelesaikan target 
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jangka pendek, tetapi juga siap menghadapi tantangan jangka menengah dan 

panjang. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain: 

❖ Bimbingan teknis  

➢ Memberikan pembekalan soft skill seperti komunikasi, 

➢ Mengadakan pelatihan teknis analisis jabatan, penyusunan standar 

kompetensi 

❖ Coaching dan mentoring 

➢ Melakukan pendampingan langsung dalam proses kerja. 

❖ Knowledge sharing dan kolaborasi 

➢ Mengadakan forum diskusi rutin antar anggota tim untuk berbagi 

pengalaman, ide dan solusi. 

➢ Membentuk budaya kolaboratif agar semua anggota merasa memiliki 

peran penting. 

❖ Penguatan motivasi dan komitmen. 

➢ Memberikan apresiasi atas kontribusi anggota tim. 

➢ Menumbuhkan rasa memiliki terhadap aksi perubahan. 

 

F. Strategi Pengembangan Potensi Diri 

 
 Strategi pengembangan potensi diri disusun sebagai upaya untuk 

meningkatkan kompetensi, memperkuat keunggulan, serta memperbaiki aspek-

aspek yang masih menjadi kelemahan. Melalui hasil penilaian diri dan masukan 

dari mentor, terlihat adanya beberapa komponen yang sudah baik namun tetap 

perlu dipertahankan konsistensinya, serta komponen lain yang membutuhkan 

perhatian lebih agar dapat berkembang secara optimal. Dengan strategi yang 

terarah, diharapkan potensi diri dapat semakin ditingkatkan, sehingga mampu 

mendukung kinerja pribadi sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar 

bagi organisasi. Adapun strategi pengembangan potensi diri yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Komponen Kerjasama, pada sub komponen kerjasama eksternal masih 

memerlukan pengembangan potensi diri karena nilai masih perlu 
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ditingkatkan lagi. Adapun strategi pengembangan potensi diri yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

• Meningkatkan kemampuan jejaring kinerja dengan pihak eksternal 

melalui kolaborasi lintas unit/ instansi, 

• Mengembangkan ketrampilan komunikasi efektif, 

• Mengikuti pelatihan teamwork berbasis kolaborasi. 

b. Komponen mengelola perubahan, pada sub komponen inisiatif masih 

memerlukan pengembangan potensi diri karena nilai masih perlu 

ditingkatkan lagi. Adapun strategi pengembangan potensi diri yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

• Melatih keberanian mengambil langkah lebih proaktif dalam memberikan 

ide baru, 

• Membiasakan diri memberi saran/masukan saat rapat atau diskusi, 

• Mengasah kemampuan orientasi pada hasil dengan membuat target 

pribadi yang terukur dan terpantau, 

• Mengikuti program inovasi/ide kreatif untuk mendukung perubahan 

organisasi. 
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BAB III  

LAPORAN AKSI PERUBAHAN 

 

 

A. Capaian Aksi Perubahan dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi 

Tujuan jangka pendek dari aksi perubahan adalah tersusunnya standar 

kemampuan rata-rata untuk jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat 

Jenderal MPR RI. Implementasi aksi perubahan jangka pendek ini dilaksanakan 

mulai tanggal 6 Oktober sampai dengan 7 Desember 2025 atau selama 60 hari 

kalender. Adapun  realisasi kegiatan implementasi aksi perubahan kinerja 

organisasi “Standar Kemampuan Rata-Rata sebagai Instrumen Penataan 

Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja”  terdapat pada tabel berikut: 

 

Tabel 14 Capaian Aksi Perubahan 

Tahapan 
(Milestone)/Kegiatan 

Waktu Output 
Kunci 

Capaiam 
Realisasi 

Keterangan 

Rencana Realisasi 

Persiapan      

a. Konsultasi awal 
dengan mentor 

Minggu 1 
bulan 
Oktober 

6 Oktober 
2025 

Dokumen 
konsultasi 

100% Lampiran 

b. Pembentukan tim 
kerja: 

• Pemilihan 
anggota tim 
kerja 

• Pembagian 
tugas anggota 
tim kerja 

• Pembuatan 
surat tugas 
penunjukan tim 
efektif 

Minggu 1 
bulan 
Oktober 

8 Oktober 
2025 

Surat tugas 
tim efektif 

100% Lampiran 

Pelaksanaan 
Pengumpulan Data  

     

a. Rapat 
pendahuluan, 
diskusi, koordinasi 
dengan tim kerja 
(penentuan kertas 
kerja pengumpulan 

Minggu ke 
2 & 3 
bulan 
Oktober 

14 Oktober 
2025 

Notulen 
rapat, foto 
kegiatan 

100% Lampiran 
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Tahapan 
(Milestone)/Kegiatan 

Waktu Output 
Kunci 

Capaiam 
Realisasi 

Keterangan 

Rencana Realisasi 

data, metode 
pengumpulan data) 

b. Benchmarking 
dengan ahli/pakar 

Minggu ke 
3 bulan 
Oktober 

15 Oktober 
2025 

Foto 
kegiatan, 
notulen 

100% Lampiran 
(Pelaksanaan 
maju) 

c. Proses 
pengumpulan data 
untuk penyusunan 
standar 
kemampuan rata-
rata pegawai 

Minggu ke 
3 bulan 
Oktober 
s.d 
minggu ke 
4 bulan 
November 

22 Oktober 
sampai 20 
November 
2025 

Form isian 
uraian 
tugas, 
dokumentasi 
foto kegiatan 

100% Lampiran 

Finalisasi       

a. Finalisasi 
penyusunan 
dokumen standar 
kemampuan rata-
rata pegawai 

Minggu ke 
4 bulan 
November 

 Kamus 
standar 
kemampuan 
rata-rata 

100% Lampiran 

b. Sosialisasi Standar 
Kemampuan Rata-
rata Pegawai 

Minggu ke 
4 bulan 
November 

3 Desember 
2025 

Undangan, 
daftar hadir, 
foto 

100% Lampiran  
(Pelaksanaan 
terlambat) 

c. Penggalangan 
dukungan dari 
stakeholder 
eksternal 

Minggu ke 
1 bulan 
Desember 

1-4 Desember 
2025 

Surat 
Pernyataan 
dukungan 

100% Lampiran  

 

 Adapun penjelasan rinci untuk kegiatan dari tabel capaian aksi 

perubahan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Konsultasi awal dengan mentor 

 Kegiatan ini dilaksanakan merupakan tahap awal yang dilakukan 

setelah seminar rancangan aksi perubahan kinerja organisasi yaitu pada 

tanggal 6 Oktober 2025. Dalam konsultasi ini disampaikan informasi ke 

mentor bahwa untuk judul laporan implementasi ada perubahan dari 

yang semula “Pesta Pura” Penyusunan Standar Kemampuan Rata-rata 

dalam Rangka Penataan dan Penguatan Organisasi di Sekretariat 

Jenderal MPR RI  di ubah menjadi “Standar Kemampuan Rata- rata 

sebagai Instrumen Penataan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja”. 
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Perubahan judul ini dikarenakan menurut penguji pemilihan judulnya 

terlalu luas.  

  

Foto 1 Konsultasi dengan mentor 

 

b. Pembentukan Tim Kerja 

 Aksi perubahan yang dibangun untuk meningkatkan kinerja 

organisasi membutuhkan tim yang solid dan kuat dengan tujuan untuk 

meningkatkan integritas dan akuntabilitas kinerja. Selain solid dan kuat, 

tim juga perlu diberikan ruang dan kepercayaan dalam membantu 

membangun sistem dalam pelaksanaan aksi perubahan agar mampu 

tahapan proses aksi perubahan berjalan sesuai tujuan. 

 Adapun tahapan pembentukan tim kerja yaitu pemilihan anggota 

tim kerja, pembagian tugas anggota tim kerja, pembuatan surat tugas 

penunjukan tim kerja. Pengelolaan tim dilakukan dengan membangun 

tim kerja yang ditetapkan oleh Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum 

dalam bentuk Surat Tugas Nomor 126/B-I/KP.07.03/10/2025 tanggal 8 

Oktober 2025 tentang Tim Kerja Aksi Perubahan Pelatihan 

Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Tahun 2025 dari 

tanggal 8 Oktober 2025 s.d 10 Desember 2025 dengan susunan tim 

sebagai berikut: 
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Tabel 15 Susunan Tim Kerja 

NO NAMA NIP JABATAN KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1 Dyastasita 

WB,S.Sos 

19690802 199803 

1 013 

Kepala Biro 
SDM, 
Organisasi 
dan Hukum 

Penanggung 
jawab/Mentor 
 

2 Yuni Wahyu W, S.E 19820623 200901 
2 002 

Kepala 
Bagian 
Organisasi 
dan Tata 
Laksana 

Project Leader 

3 Prananda Risky F., 
S.IP, MGPP 

19860501 200901 
1 001 

Kepala 
Subbagian 
Administrasi 
Keanggotaa
n dan 
Kepegawaia
n 

Anggota Tim I 

4 Fajar Dwi A, S.IP 19800724 200312  
2 002 

Kepala 
Subbagian 
Organisasi 

Anggota Tim I 

5 Desna Nurita 19811206 200812 
2 001 

Pengelola 
Data 

Anggota Tim I 

6 Erika, S.E 19840606 202421 
2 009 

Analis SDM 
Aparatur 
Ahli 
Pertama 

Anggota Tim I 

7 Kurniawan Lutfi, 
S.E., M.Si 

 Konsultan Anggota Tim I 

8 Didik Eko W. S.Psi  Konsultan Anggota Tim I 

9 Nawal Karimi, M.Pd  Konsultan Anggota Tim I 

10 M.Farhansyah 
S,S.Psi 

 Konsultan Anggota Tim I 

11 Muhamad Mukhlis, 
S.AP 

 Konsultan Anggota Tim I 

12 Dhina Kurnia W, 
S.Ikom 

19790629 200502 
2 002 

Kepala 
Subbagian 
Tata 
Laksana 

Anggota Tim II 

13 Fahmi Idris, S.H 19771005 200502 
1 002 

Kepala 
Subbagian 
Fasilitasi RB 

Anggota Tim II 
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NO NAMA NIP JABATAN KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

14 Retno Adiati W., 
S.H, M.Kn 

19840917 201503 
2 002 

Analis 
Kelembaga
an 

Anggota Tim II 

15 Kartika Lestari S., 
S.Sos,,M.IP 

19890802 201503 
2 001 

Analis 
Kelembaga
an 

Anggota Tim II 

16 Denny Indriatie 
Tikasari 

19881210 201503 
2 003 

Pengadmini
strasi 
Umum 

Anggota Tim II 

17 Oriza Satifa, S.E 19900907 
2024211 008 

Analis SDM 
Aparatur 
Ahli 
Pertama 

Anggota Tim II 

18 Henny Andria 
Wardani, A.Md 

19800323 202321 
2 018 

Pranata 
SDM 
Aparatur 
Terampil 

Anggota Tim II 

 

 

 

Tugas dari anggota tim kerja tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 16 Susunan Tugas Anggota Tim Kerja 

Jabatan Tugas 

Penanggungjawab Memberikan dukungan kebijakan serta 
memastikan keselarasan aksi perubahan 
dengan visi misi organisasi. 

Project Leader Memimpin langsung aksi perubahan 

Anggota Tim I Bertanggungjawab substansi data analisis 
jabatan dan penyusunan standar kemampuan 
rata-rata 

Anggota Tim II Bertanggungjawab terhadap pengumpulan 
data kerja tim dan administrasi kelengkapan 
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Foto 2 Rapat Pembentukan Tim 

 

Foto 3 Surat Tugas Tim Kerja 

2. Tahap Pelaksanaan Pengumpulan Data 

a. Rapat Pendahuluan 

 Rapat pendahuluan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 

2025. Rapat ini dihadiri oleh anggota tim dan membahas metode 

pengumpulan data, penentuan pegawai yang akan menjadi sasaran 

baik jumlah pegawai yang diperlukan maupun penentuan nama. 

Metode yang diambil untuk pengumpulan data dalam penyusunan 

standar kemampuan rata-rata sebagai instrumen penataan analisa 

jabatan dan analisa beban kerja adalah metode wawancara. Dalam 
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rapat pendahuluan ini juga disusun formulir isian beban kerja yang akan 

diisi oleh para pegawai yang menjadi sampling responde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 Rapat Pendahuluan Tim Kerja 

 

b. Benchmarking dengan ahli /pakar 

 Kegiatan benchmarking ini dilaksanakan pada tanggal 15 

Oktober 2025, yang dibahas dalam kegiatan ini adalah penyampaian 

informasi tentang pelaksanaan aksi perubahan dan diskusi tentang 

rencana pola pengumpulan data serta permintaan kepada konsultan 

untuk berkomitmen membantu proses penyusunan standar 

kemampuan rata-rata baik dalam proses pengumpulan data maupun 

proses finalisasi. 

c. Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data ini dimulai pada minggu ke 3  bulan Oktober 

sampai dengan minggu ke 4 November 2025. Pengumpulan data ini 

dilaksanakan dengan metode wawancara terhadap pegawai yang 

terpilih menjadi responden. Pada proses wawancara ini terdapat 

kendala ketika responden yang di jadwalkan untuk wawancara tidak 

bisa hadir dikarenakan adanya penugasan lain sehingga untuk 

responden tersebut dilakukan penjadwalan ulang. Kendala lain yang 

muncul saat wawancara adalah informasi yang disampaikan oleh 

responden dirasa masih kurang detail dan mendalam sehingga perlu di 

lakukan wawancara ulang terhadap responden tersebut agar mendapat 

informasi yang lebih akurat. 
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Foto 5 Tahap Wawancara Pengumpulan Data 

 

3. Finalisasi  

  Kegiatan finalisasi ini terdiri dari kegiatan finalisasi penyusunan 

standar kemampuan rata-rata, sosialisasi dan penggalangan dukungan dari 

stakeholder eksternal terhadap aksi perubahan. Kegiatan finalisasi ini 

dimulai dari minggu ke 4 bulan November 2025. Untuk kegiatan sosialisasi 

mengalami keterlambatan pelaksanaan kegiatan dikarenakan tingginya 

volume pekerjaan yang harus segera diselesaikan. 

 

Foto 6 Finalisasi SKR 
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Foto 7 Dukungan Stakeholder 

4. Peningkatan Kinerja 

  Penerapan SKR terbukti meningkatkan kinerja organisasi melalui 

penataan jabatan yang lebih akurat, perhitungan beban kerja yang objektif, 

penguatan sistem merit, perbaikan manajemen talenta, serta peningkatan 

efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan. SKR menjadikan seluruh 

proses manajemen ASN lebih terukur, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga berdampak langsung pada peningkatan 

produktivitas dan efektivitas organisasi sehingga dengan adanya dokumen 

SKR, instansi menjadi memiliki tolok ukur kemampuan minimal yang 

objektif. Berikut gambaran bukti perbaikan kinerja organisasi dengan 

adanya SKR: 

Tabel 17 Perbaikan Kinerja Organisasi 
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ASPEK KINERJA SEBELUM ADA 

SKR 

SETELAH ADA SKR 

Analisa jabatan Uraian jabatan tidak 
sepenuhnya 
berbasis proses 
kerja 

• Uraian jabatan dapat dikaitkan 
dengan output, proses dan 
standar waktu 

• Pemetaan komposisi ideal 
jabatan pelaksana dalam 
penyelesaian tugas dan fungsi 
struktural setiap kelas jabatan 

Penataan Struktur 
Organisasi 

Tumpang tindih 
tugas dan 
ketidakseimbangan 
beban antar unit 

Overlap tugas antara jabatan 
pelaksana dan jabatan fungsional 
dapat dihindari 

Sistem Merit - 
Kinerja 

Penilaian kinerja 
cenderung 
administratif 

SKR memberikan baseline 
performance untuk tiap jabatan 

 

Pengembangan 
kompetensi 

Kebutuhan pelatihan 
tidak berbasis 
kesenjangan nyata 

Standar kemampuan menjadi 
acuan gap analisis 

Manajemen 
talenta 

Indikasi high 
performer kurang 
berbasis data 

SKR menyediakan standar output 
sehingga memudahkan 
identifikasi talent 

Akuntabilitas 
Kinerja organisasi 

Indikator sulit 
diverifikasi, tidak 
ada standar baku 

• SKR memetakan kemampuan 
sehingga memudahkan 
verifikasi capaian kerja 

• Pengukuran kinerja sesuai 
dengan output tugas yang 
dihasilkan oleh Eselon IV 

 

 

B. Pelaksanaan Kepemimpinan Kinerja 

 Pelaksanaan kepemimpinan kinerja pada aksi perubahan merupakan  

proses bagaimana seorang project leader menggerakkan tim, memastikan 

capaian, serta mengelola dinamika perubahan secara terukur. Kepemimpinan 

kinerja tidak hanya memfokuskan hasil akhir, tetapi juga bagaimana proses 

dan kolaborasi dibangun agar perubahan dapat berkelanjutan. Pelaksanaan 

kepemimpinan kinerja dalam aksi perubahan diwujudkan melalui kemampuan 

pemimpin mengarahkan visi aksi, mengorganisasi tim secara efektif, 

mengambil keputusan berbasis data, membangun komunikasi dengan para 

pemangku kepentingan, serta memastikan proses berjalan sesuai rencana 
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melalui monitoring dan evaluasi. Pemimpin perubahan juga mengelola 

dinamika organisasi, meredam resistensi, dan memastikan hasil aksi dapat 

diadopsi secara berkelanjutan melalui regulasi dan integrasi sistem.  

 Seluruh proses dijalankan dengan menerapkan nilai-nilai ASN 

BerAKHLAK sehingga aksi yang dihasilkan tidak hanya memberikan output, 

tetapi juga menciptakan perubahan nyata terhadap kinerja organisasi. Hal 

tersebut tercermin dalam aspek sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan transformasional 

 Dalam konteks aksi perubahan “Standar Kemampuan Rata-rata 

sebagai Instrumen Penataan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja”, 

gaya kepemimpinan transformasional sangat relevan karena terwujud  

dari sepanjang proses aksi perubahan dalam jangka pendek ini yaitu mulai 

tahap persiapan hingga finalisasi, yaitu: 

a. Tahap persiapan : project leader menyusun visi perubahan dan 

mengkomunikasikannya kepada mentor dan tim, selain itu juga 

memotivasi serta menciptakan komitmen awal untuk menyukseskan 

penyusunan SKR. 

b. Tahap pengumpulan data : pemimpin mendorong kolaborasi, inovasi 

dan analisis mendalam serta mengelola dinamika tim dan memastikan 

proses tetap pada jalur. 

c. Tahap finalisasi : pemimpin menyuarakan manfaat SKR bagi 

manajemen SDM ke para stakeholder eksternal. 

2. Integritas  

 Integritas merupakan salah satu kunci yang harus melekat pada 

setiap tahapan aksi perubahan. Dalam konteks penyusunan Standar 

Kemampuan Rata-rata (SKR) sebagai Instrumen Penataan Anjab dan 

ABK, integritas menjadi pilar penting untuk memastikan bahwa hasil 

perubahan benar-benar objektif, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Berikut bentuk penerapan integritas dalam 

pelaksanaan aksi perubahan SKR: 
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a. Kejujuran dalam pengumpulan dan pengolahan data yaitu dengan 

memastikan seluruh data yang dikumpulkan benar, lengkap dan tidak 

dimanipulasi, menggunakan sumber data resmi, menjaga objektivitas 

dalam menghitung dan menetapkan standar kemampuan rata-rata. 

Dengan kejujuran data, SKR dapat berfungsi sebagai instrumen yang 

valid dan kredibel. 

b. Konsistensi dengan peraturan dan kaidah yaitu dengan mengikuti 

Peraturan MenPAN RB tentang analisis jabatan dan analisis beban 

kerja. Kepatuhan terhadap peraturan menjadi jaminan bahwa SKR 

layak digunakan sebagai perangkat resmi organisasi. 

c. Integritas juga berarti memastikan SKR tidak berpihak pada individu 

atau jabatan tertentu yaitu memastikan bahwa standar kemampuan 

murni berdasarkan analisis objektif sehingga SKR menjadi instrumen 

yang benar- benar adil untuk seluruh jabatan.  

3. Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

 Akuntabilitas merupakan prinsip bahwa setiap proses aksi 

perubahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan akuntabilitas 

dalam aksi perubahan ini tercermin dalam: 

a. Setiap tahapan penyusunan SKR mulai dari persiapan sampai 

dengan finalisasi di dokumentasikan secara lengkap. 

b. Pengumpulan data berdasarkan data faktual hasil wawancara bukan 

berdasarkan asumsi. 

c. Penyusunan SKR sesuai dengan regulasi yang ada sehingga memiliki 

dasar hukum yang jelas. 

4. Jejaring kerja dan Kolaborasi  

 Penyusunan SKR dalam aksi perubahan ini tidak dapat dilakukan 

secara individual karena memerlukan masukan dan informasi lintas unit, 

pakar dan pemangku kepentingan. Jejaring kerja dan kolaborasi menjadi 

elemen kunci yang memperkuat keberhasilan aksi perubahan. Dalam hal 

ini Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagai penanggung jawab atas 

penyusunan SKR sebagai instrumen penataan analisis jabatan dan 
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analisis beban kerja. Setelah SKR ini tersusun maka bagian SDM dapat 

menggunakannya untuk sinkronisasi data tugas jabatan dan kompetensi 

pegawai yang  ke depannya untuk acuan dalam penyusunan perencanaan 

pengadaan pegawai, mutasi /promosi dan suksesi jabatan maka disinilah 

jejaring kinerja dan kolaborasi terlaksana. 

 Aksi perubahan ini tercipta jejaring mentor dan coach yaitu melalui 

adanya arahan dari coach terkait metodologi penyusunan aksi perubahan. 

Kemudian mentor sebagai pemberi penguatan perspektif strategis agar 

SKR tidak hanya sebagai dokumen teknis analisa jabatan dan analisa 

beban kerja saja tetapi juga menjadi instrumen dalam manajemen talenta. 

 

 

Gambar 5 Jejaring dan Kolaborasi Aksi Perubahan 

  

 Implementasi dari pelaksanaan kepemimpinan dalam  aksi perubahan 

pada jangka pendek dapat berjalan sesuai target dengan upaya optimalisasi 

jejaring kerja dengan stakeholders internal dan eksternal. Aksi yang 

dilaksanakan untuk menggalang dukungan dari para stakeholder eksternal 

adalah dengan melalui sosialisasi dalam suatu forum dan dalam bentuk 

sosialisasi lainnya yaitu dengan menyampaikan informasi secara langsung 

kepada Sekretaris Jenderal, Deputi dan para Kepala Biro. Dengan strategi 
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komunikasi yang diterapkan yaitu komunikasi personal menghasilkan dampak 

positif pada pergeseran stakeholders. Reposisi dan pergeseran stakehoders 

sebelum dan sesudah aksi perubahan dapat ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

      Gambar 6 Stakeholder sebelum Aksi Perubahan 

 

 

Gambar 7 Stakeholder setelah Aksi Perubahan 
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5. Budaya Kerja 

  Budaya kerja merupakan nilai-nilai, sikap dan perilaku yang 

membentuk tim menjalankan proses perubahan. Dalam aksi perubahan 

penyusunan SKR, budaya kerja ASN yaitu BerAkhlak memainkan peran 

penting karena menentukan kualitas kolaborasi, kedisiplinan dan 

keberhasilan implementasi. Kepemimpinan kinerja pada Aksi Perubahan 

menerapkan nilai inti ASN BerAkhlak: 

➢ Berorientasi Pelayanan: hasil aksi memberi manfaat langsung bagi 

organisasi/publik. 

➢ Akuntabel: setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. 

➢ Kompeten: berbasis data dan standar profesional. 

➢ Harmonis & Kolaboratif: membangun kerjasama lintas unit. 

➢ Loyal: sejalan dengan visi instansi dan arah kebijakan nasional. 

➢ Adaptif: merespons hambatan dengan solusi kreatif. 

 

6. Manajemen Risiko 

  Identifikasi dan mitigasi risiko aksi perubahan ini telah dilakukan di awal 

rancangan sehingga ketika pelaksanaan aksi perubahan terjadi permasalahan  

yang menimbulkan risiko langsung bisa diselesaikan. Implementasi 

manajemen risiko di aksi perubahan ini yaitu ketika terjadi risiko ketidak 

hadiran responden pada saat pelaksanaan aksi perubahan maka cara untuk 

mengatasi risiko  tersebut adalah dengan melakukan komunikasi efektif 

dengan menawarkan penjadwalan ulang untuk tetap dapat mengikuti 

wawancara dan hal tersebut berhasil yaitu responden bersedia untuk 

memberikan informasi melalui wawancara di lain hari. Komunikasi efektif juga 

dilakukan ketika mengggalang dukungan dari stakeholder eksternal agar 

stakeholder percaya terhadap inovasi yang dijalankan dapat memberikan 

perubahan lebih baik untuk manajemen SDM. Aksi yang dilaksanakan untuk 

menggalang dukungan dari para stakeholder eksternal adalah dengan melalui 

sosialisasi dalam suatu forum (workshop) dan dalam bentuk sosialisasi lainnya 
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yaitu dengan menyampaikan informasi secara langsung kepada Sekretaris 

Jenderal, Deputi dan para Kepala Biro.  

 

C. Manfaat Aksi Perubahan 

 Pelaksanaan Aksi Perubahan penyusunan Standar Kemampuan Rata-

Rata (SKR) memberikan sejumlah dampak strategis bagi organisasi, khususnya 

meningkatkan efektivitas penataan organisasi, selanjutnya dalam penguatan tata 

kelola sumber daya manusia dan peningkatan kualitas manajemen kinerja. 

Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada penyelesaian output aksi, tetapi juga 

pada perubahan pola kerja, serta penguatan landasan penerapan sistem merit 

dan manajemen talenta di lingkungan organisasi. Adapun penjelasan manfaat 

dari aksi perubahan ini adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 18 Manfaat Aksi Perubahan 

NO ASPEK MANFAAT PENJELASAN 

1 Anjab dan ABK Meningkatnya 
objektifitas 
dalam penataan 
Anjab dan ABK 

SKR menyediakan ukuran 
energi rata-rata untuk 
menghasilkan output setiap 
jabatan, sehingga perhitungan 
kebutuhan pegawai menjadi 
lebih akurat, terstandar, dan 
mengurangi risiko 
overstaffing/understaffing. 
 

2 Pengelolaan 
SDM 

Pemetaan 
komposisi ideal 
jabatan 
pelaksana dalam 
penyelesaian  
tugas dan fungsi 
unit struktural 
untuk setiap 
kelas jabatan 
 

SKR menjadi instrumen 
metodologis yang dapat 
dipertanggungjawabkan dalam 
menetapkan standar 
kemampuan jabatan. 
Keputusan mutasi, rotasi, 
penempatan, dan 
pengembangan karier dapat 
berbasis data objektif, 
memperkuat sistem merit dan 
meningkatkan kepercayaan 
pegawai. 

3 Informasi 
kompetensi 

Peningkatan 
kualitas data dan 
integrasi 

• SKR menggambarkan 
kemampuan yang dibutuhkan 
untuk setiap jabatan 
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NO ASPEK MANFAAT PENJELASAN 

informasi 
kompetensi 

sehingga memudahkan 
identifikasi gap kompetensi.  

• Mendukung penyusunan 
program pelatihan dan 
pengembangan yang lebih 
tepat sasaran dan 
berdampak pada 
peningkatan kinerja dan 
produktivitas unit kerja 

4 Budaya kerja Penguatan 
budaya kerja 
kolaboratif antar 
unit kerja 

Penyusunan SKR melibatkan 
kolaborasi lintas unit dan 
berbagai pemangku 
kepentingan. Proses ini 
mendorong komunikasi 
terbuka, pemecahan masalah 
bersama, serta menciptakan 
hubungan kerja yang lebih 
harmonis dan produktif. 

5 Reformasi 
Birokrasi 

Kontribusi 
keberlanjutan 
reformasi 
birokrasi 

Aksi perubahan ini memberikan 
keberlanjutan RB karena SKR 
merupakan instrumen 
akuntabel untuk mendukung 
perencanaan kebutuhan 
pegawai, manajemen talenta, 
dan pengembangan karier 
jangka panjang.  

 

 Secara keseluruhan, dampak aksi perubahan penyusunan SKR bukan 

hanya menghasilkan dokumen teknis, tetapi juga memberikan nilai tambah 

strategis terhadap efektivitas organisasi. SKR memperkuat dasar analitis bagi 

seluruh proses pengelolaan SDM, meningkatkan akurasi keputusan, dan 

mendorong terciptanya SDM yang lebih profesional serta adaptif terhadap 

perubahan. Dampak ini menunjukkan bahwa aksi perubahan memberikan 

kontribusi nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kinerja dan reformasi 

birokrasi di lingkungan organisasi. 

 

D. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Aksi Perubahan 

Guna tercapainya output dari aksi perubahan, dalam perlaksanaan di 

dukung oleh tim kerja. Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan 

tim kerja maka selama aksi perubahan berlangsung juga diadakan rapat 
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konsultasi ataupun sharing knowledge mengenai analisa jabatan dan analisa 

beban kerja. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses 

pengumpulan data melalui wawancara, hal ini bertujuan agar tim kerja juga bisa 

mengetahui siapa saja target responden yang tidak hadir untuk selanjutnya dicari 

solusinya agar informasi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut terpenuhi misal 

dengan mengganti pegawai yang memiliki jabatan sama di unit tersebut atau 

dengan orang yang tetap sama tetapi dengan mengganti hari atau wawancara 

dilakukan secara online. Dalam proses evaluasi ini tim kerja berlatih menentukan 

solusi yang paling memungkinkan. 

 
Foto 8 Kegiatan evaluasi dan sharing session Internal 

 

E. Dukungan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Aksi Perubahan 

 Mata pelatihan pilihan hadir sebagai ruang strategis untuk memperkuat 

kapasitas yang dibutuhkan dalam mewujudkan aksi perubahan. Pelatihan pilihan 

ini selain untuk memperdalam pengetahuan, tetapi juga menajamkan 

kemampuan mengelola dinamika perubahan yang sedang dirancang yaitu  

penyusunan Standar Kemampuan Rata-rata (SKR). Adapun mata pelatihan 

pilihan yang di ambil adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 19 Mata Pelatihan Pilihan 
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N
O 

JUDUL MATA 
PELATIHAN 

SUMBER DURA
SI 

EVIDENCE 

1 BerAKHLAK – 
Kompeten 

ASN Future Skill 3 JP 

 

 
     

2 BerAKHLAK – 
Kolaboratif 

ASN Future Skill 3 JP 

 

 
     

3 “Apa Itu 
Inovasi” 

ASN Future Skill 1 JP 

 
4 Kompetensi 

ASN Masa Kini: 
Siap Hadapi 
Tantangan 

ASN Future Skill 3 JP 

 
     

5 Video Analisis 
Jabatan & 
Beban Kerja : 
Cara Cerdas 
Rancang 

Youtube channel 
Cognoscenti 
Consulting Group 
Link: 

24 
Menit 
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N
O 

JUDUL MATA 
PELATIHAN 

SUMBER DURA
SI 

EVIDENCE 

Organisasi 
yang Efektif 

https://www.youtu
be.com/watch?v=l
rZ3VSZ5pm8 

 
     

6 Video: Tutorial 
Penyusunan 
Analisis Beban 
Kerja (ABK) 
Bagi PNS 
Berdasarkan 
PermenPAN  
NO 1 Tahun 
2020 

Youtube, channel 
ipung tya 
Link: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
YyVhGfjgiZI&t=16
4s 

18 
Menit 

 

 

 Mata pelatihan  “Ber-AKHLAK -Kompeten” diperlukan agar pelaksana 

aksi perubahan memiliki kemampuan teknis dan perilaku yang memadai untuk 

menganalisis masalah, mengambil keputusan berbasis data, berkolaborasi 

efektif, serta menjalankan perubahan secara konsisten dan berkelanjutan. Mata 

pelatihan Ber-AKHLAK Kompeten dan Kolaboratif dipilih menjadi  mata pelatihan 

pilihan karena dalam menjalan tugas sehari- tentunya membutuhkan adanya 

kolaborasi dan kompeten untuk mencapai target kinerja begitu  pula dalam 

menyelesaikan aksi perubahan. Wujud nyatanya adalah terlihat dari semakin 

tepatnya perumusan masalah, koordinasi tim yang lebih solid, komunikasi 

perubahan yang lebih meyakinkan.  

 Pemilihan mata pelatihan “Apa itu Inovasi” menjadi mata pelatihan pilihan 

dalam aksi perubahan karena memberikan dasar pemikiran yang benar tentang 

inovasi, membantu peserta menemukan peluang perbaikan yang relevan, 

merancang solusi yang terukur dan realistis, serta membentuk mindset kreatif 

yang diperlukan untuk keberhasilan dan keberlanjutan aksi perubahan.   

 Mata pelatihan “Kompetensi ASN Masa Kini: Siap Hadapi Tantangan” 

dipilih karena memberikan pemahaman menyeluruh tentang kompetensi aktual 

yang harus dimiliki ASN modern, memperkuat kesiapan menghadapi perubahan, 

mendukung pelaksanaan aksi perubahan secara profesional, serta membangun 
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mindset adaptif dan berorientasi hasil yang diperlukan untuk menghasilkan 

dampak nyata di organisasi. Dalam pelaksanaan aksi perubahan maupun 

melaksanakan tugas sehari-hari kita diharuskan selalu siap terhadap 

kemungkinan risiko maupun tantangan yang datang. 

 Mata pelatihan pilihan selain di ikuti melalui join di ASN Future Skill, juga 

di akses melalui youtube. Materi mata pelatihan pilihan lainnya yang di akses 

melalui youtube yaitu (1)“Analisis Jabatan & Beban Kerja : Cara Cerdas Rancang 

Organisasi yang Efektif”, (2) Tutorial Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) 

Bagi PNS Berdasarkan PermenPAN  NO 1 Tahun 2020. Kedua materi ini sangat 

relevan dengan aksi perubahan yang sedang berlangsung sehingga menjadi 

materi mata pelatihan pilihan. 

 

F. Diseminasi Dan Publikasi Aksi Perubahan 

 Diseminasi aksi perubahan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 

2025. Penyebaran informasi tentang output aksi perubahan ini disampaikan 

dalam forum workshop yang menghadirkan pejabat dan pegawai di internal Biro 

SDM, Organisasi dan Hukum. Penyebaran informasi ini memang hanya di dalam 

1 (satu) biro saja dikarenakan pemanfaatan secara langsung dari dokumen SKR 

ini hanya terbatas karena SKR termasuk dokumen yang bersifat teknis, sensitif, 

strategis, dan pengguna utamanya adalah pihak yang mengelola perencanaan 

SDM. Selain dalam workshop, bentuk penyampaian informasi terkait aksi 

perubahan ini disampaikan ke Sekreratis Jenderal, Deputi dan para kepala Biro 

dalam bentuk komunikasi personal. Hal ini sesuai prinsip tata kelola SDM bahwa 

dokumen SKR, ABK, Anjab dan peta jabatan dikategorikan sebagai dokumen 

internal manajemen bukan dokumen informasi publik.  

 Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data organisasi, 

termasuk struktur jabatan, beban kerja, serta kebutuhan formasi yang bersifat 

strategis. Selain itu, SKR mengandung informasi internal yang dapat 

menimbulkan misinterpretasi jika dikonsumsi tanpa konteks yang tepat oleh 

publik umum. Oleh sebab itu, penyebarluasan informasi SKR hanya dilakukan di 

lingkungan unit SDM dan tim yang berkepentingan langsung, sehingga 
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penggunaannya tetap terkontrol, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan 

manajemen internal. 
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Foto 9 Diseminasi Aksi Perubahan 

G. Keberlanjutan Aksi Perubahan 

 Aksi perubahan yang telah selesai penyusunannya di jangka pendek ini  

diharapkan akan terus berlanjut baik di jangka menengah maupun jangka 

panjang. Adapun keberlanjutan dari aksi perubahan ini di jangka menengah 

adalah diterapkannya standar kemampuan rata-rata pegawai pada seluruh 

jabatan yang ada dan menjadi acuan dasar dalam proses manajemen SDM. 

Dalam jangka menengah nanti, hasil SKR ini akan dilanjutkan untuk menjadi 

dasar dilakukannya evaluasi peta jabatan yaitu dengan telah dimasukkannya   

dalam rencana program kinerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang akan 

di masukkan ke SKP tahun 2026, hal tersebut juga sudah tertuang ke RKA/KL 

Tahun Anggaran 2026 yaitu anggaran workshop penguatan organisasi dan 

ketatalaksanaan yang nantinya dapat digunakan sebagai forum diskusi 

mengenai arah kebijakan penggunaan SKR dalam manajemen SDM. Berikut 

rencana anggaran belanja untuk kegiatan workshop yang diajukan untuk 

kegiatan di bagian organisasi dan tata laksana, salah satunya untuk evaluasi 

analisa jabatan: 

 



   

 

56 
 

Gambar 8. Dukungan Anggaran untuk Keberlanjutan Aksi Perubahan 

 

Gambar 9. Surat Pernyataan Keberlanjutan Aksi Perubahan 

 

 Keberlanjutan aksi perubahan penyusunan SKR diharapkan dapat 

memberikan kontribusi nyata di jangka panjang, di antaranya menjadi dasar 
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pemberian reward dan punishment, mendukung sistem merit, memperkuat 

manajemen talenta serta menjadi dasar bagi peningkatan kinerja organisasi 

secara keseluruhan.  

 

H. Hasil Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri 

 Pelaksanaan pengembangan potensi diri selama aksi perubahan 

memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi pribadi, pola pikir, 

dan efektivitas kerja. Melalui kegiatan pembelajaran, coaching, mentoring, serta 

penerapan langsung di lapangan, peserta mampu mengenali kekuatan, 

kelemahan, dan strategi pengembangan diri secara lebih terarah. 

 Dalam proses aksi perubahan, teridentifikasi dua aspek yang perlu 

diperbaiki, yaitu inisiatif dan kerja sama eksternal, yang pada penilaian awal 

masing-masing bernilai 7 kemudian setelah melakukan implementasi aksi 

perubahan maka dua aspek tersebut memperoleh kenaikan nilai menjadi 8. Hal 

yang telah dilakukan oleh project leader untuk melakukan pengembangan 

potensi diri adalah dengan melatih kesadaran peran, keberanian mengambil 

keputusan cepat saat terjadi kendala, serta kemampuan komunikasi 

interpersonal. Pengembangan diri ini memperkuat kepercayaan diri dalam 

memimpin perubahan, menyampaikan ide secara meyakinkan, dan mengelola 

pekerjaan lebih sistematis.  

 Di sisi lain, kemampuan kerja sama eksternal ditingkatkan melalui 

komunikasi efektif, misalnya dengan menawarkan penjadwalan ulang kepada 

responden yang berhalangan hadir, sehingga data tetap dapat diperoleh dan 

hubungan antarunit tetap terjaga. 

 Secara keseluruhan, proses ini meningkatkan disiplin, konsistensi, 

orientasi hasil, serta kemampuan membangun jejaring yang menjadi fondasi 

penting keberhasilan aksi perubahan. Berikut perbandingan penilaian potensi diri 

sebelum dan sesudah dalam aksi perubahan : 

 

Tabel 20 Rekap Nilai Potensi Diri Peserta PKA (Awal) 
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Tabel 21 Rekap Nilai Potensi Diri Peserta PKA (Akhir) 

 

  

 Dari perbandingan tabel di atas terlihat bahwa nilai potensi diri 

mengalami kenaikan selama melakukan implementasi aksi perubahan, hal itu 
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menunjukkan bahwa strategi pengembangan potensi diri berhasil 

dilaksanakan.    
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BAB IV 

PENTUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Pelaksanaan aksi perubahan  Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) 

sebagai Instrumen Penataan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja 

(ABK) telah memberikan hasil yang signifikan bagi penguatan tata kelola sumber 

daya manusia dan peningkatan kualitas manajemen organisasi. Melalui 

rangkaian proses yang sistemati mulai dari persiapan, pengumpulan data hingga 

penyusunan dokumen SKR, aksi perubahan ini berhasil menghasilkan output 

yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh organisasi dalam pengelolaan 

SDM. 

 Aksi perubahan ini membuktikan bahwa penyusunan SKR mampu 

menjawab kebutuhan organisasi akan standar kemampuan jabatan yang objektif, 

terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. SKR memberikan fondasi baru bagi 

perhitungan beban kerja yang lebih akurat, perencanaan kebutuhan pegawai 

yang lebih rasional, serta pelaksanaan sistem merit yang lebih transparan. Selain 

menghasilkan dokumen teknis berupa SKR, aksi perubahan ini juga memperkuat 

budaya kerja kolaboratif, meningkatkan kompetensi tim kerja, serta memperluas 

jejaring koordinasi lintas unit. 

 Keberhasilan aksi perubahan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan, 

bimbingan mentor, kerja sama tim, serta komitmen seluruh pemangku 

kepentingan yang terlibat. Sinergi tersebut memastikan bahwa setiap tahapan 

dapat berjalan dengan baik, kendala dapat diatasi secara adaptif, dan hasil akhir 

dapat memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Ke depan, keberlanjutan 

implementasi SKR menjadi langkah strategis yang perlu terus diperhatikan. 

Penyempurnaan data, pemutakhiran analisis kemampuan, serta perluasan 

cakupan SKR pada jabatan lain diharapkan menjadi bagian dari upaya 

berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas Anjab dan ABK. Selain itu, integrasi 

SKR dalam manajemen talenta, pengembangan pegawai, dan perencanaan 

karier akan memperkuat profesionalisme SDM serta mendukung pencapaian 

tujuan organisasi secara lebih optimal. 
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 Dengan demikian, aksi perubahan ini bukan hanya menghasilkan inovasi 

dalam bentuk dokumen standar kemampuan jabatan, tetapi juga memberikan 

kontribusi berkelanjutan bagi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas kinerja 

organisasi. Diharapkan hasil yang dicapai dapat terus dimanfaatkan, 

dikembangkan, dan direplikasi sehingga memberikan dampak positif bagi 

pengelolaan SDM dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. 

 

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan Aksi Perubahan “Penyusunan Standar 

Kemampuan Rata-rata (SKR) sebagai Instrumen Penataan Analisa Jabatan dan 

Analisa Beban Kerja”, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang perlu 

ditindaklanjuti untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi 

SKR ke depan. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan untuk perbaikan 

ke depannya adalah sebagai berikut: 

1. Diperlukan penetapan kebijakan internal terkait penggunaan SKR sebagai 

acuan baku dalam proses penyusunan Anjab dan ABK di lingkungan unit 

kerja. Penetapan ini penting untuk memberikan landasan formal, 

memastikan konsistensi penggunaan, serta mendorong akuntabilitas 

dalam penerapan metode berbasis data. 

2. Perlu dilakukan penguatan kapasitas pegawai, khususnya pejabat 

fungsional dan pelaksana yang terlibat dalam proses analisis jabatan. 

Pelatihan teknis mengenai metode perhitungan SKR, validasi data beban 

kerja, serta pemanfaatan instrumen pendukung perlu menjadi program 

berkelanjutan agar kualitas analisis dapat terus meningkat. 

3. Perlunya pengembang sistem informasi terintegrasi yang mampu 

mengelola data SKR, kebutuhan beban kerja, dan peta jabatan secara 

komprehensif. Pemanfaatan teknologi ini akan meningkatkan akurasi 

perhitungan, mempercepat proses, dan menyediakan basis data yang 

siap digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen. 
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4. Pelaksanaan SKR perlu didukung melalui kolaborasi lintas unit, 

khususnya antara bagian organisasi dan tata laksana, kepegawaian, serta 

unit teknis terkait. Kolaborasi ini akan memastikan data yang digunakan 

lebih valid, mutakhir, dan mencerminkan kondisi riil pelaksanaan tugas. 

5. Diperlukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi SKR agar 

terjaga relevansi, keterbaruan data, serta kesesuaian dengan dinamika 

kebutuhan organisasi. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi 

tantangan lapangan dan memberikan ruang perbaikan secara sistematis. 

 Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan SKR tidak 

hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga menjadi pilar strategis penataan 

kelembagaan, penguatan tata kelola sumber daya manusia, serta akselerasi 

penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur. 
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1. LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR TENTANG GAGASAN 
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2. LEMBAR MATA PELATIHAN PILIHAN 

N
O 

JUDUL MATA 
PELATIHAN 

SUMBER DURA
SI 

EVIDENCE 

1 BerAKHLAK – 
Kompeten 

ASN Future Skill 3 JP 
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N
O 

JUDUL MATA 
PELATIHAN 

SUMBER DURA
SI 

EVIDENCE 

 
     

2 BerAKHLAK – 
Kolaboratif 

ASN Future Skill 3 JP 

 

 
     

3 “Apa Itu 
Inovasi” 

ASN Future Skill 1 JP 

 
4 Kompetensi 

ASN Masa Kini: 
Siap Hadapi 
Tantangan 

ASN Future Skill 3 JP 

 
     

5 Video Analisis 
Jabatan & 
Beban Kerja : 
Cara Cerdas 
Rancang 
Organisasi 
yang Efektif 

Youtube channel 
Cognoscenti 
Consulting Group 
Link: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=l
rZ3VSZ5pm8 

24 
Menit 
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N
O 

JUDUL MATA 
PELATIHAN 

SUMBER DURA
SI 

EVIDENCE 

     

6 Video: Tutorial 
Penyusunan 
Analisis Beban 
Kerja (ABK) 
Bagi PNS 
Berdasarkan 
PermenPAN  
NO 1 Tahun 
2020 

Youtube, channel 
ipung tya 
Link: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
YyVhGfjgiZI&t=16
4s 

18 
Menit 

 

 

      

        Coach, 

 

   

Dr. Bambang Budhianto 

NIP. 196105261985031002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LEMBAR KENDALI MENTOR 
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4. LEMBAR KENDALI COACH 
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5. EVIDENCE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

1. Minggu 1 : Tahap Persiapan 
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a. Kegiatan  konsultasi dengan mentor terkait aksi perubahan 

 

 

 

b. Kegiatan pembentukan tim kerja 

Rapat pembentukan tim kerja : 8 Oktober 2025 

  
Rapat Pembentukan Tim Kerja 
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Surat Tugas Tim Kerja 

 

 

2. Minggu ke 2 : Tahap Pelaksanaan Pengumpulan Data 

a. Rapat Pendahuluan : 14 Oktober 2025 

 

  
Notulen rapat pendahuluan 
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Rapat Pendahuluan Tim Kerja 

 

 

Pembahasan Kertas Kerja Pengumpulan Data 
a. Formulir isian 

  
 

 
 

b. Time Line Wawancara 
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b. Benchmarking dengan Ahli/Pakar : 15 Oktober 2025 

 

  
 

Surat Undangan Benchmarking 
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Benchmarking dengan Ahli/Pakar 

 

3. Minggu ke 3 : Pengumpulan Data 

a. Wawancara : 22 Oktober 2025 

  

 

 

 

 
Sesi Pagi 

  
Sesi Siang 
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Daftar Hadir  

 

b. Wawancara 23 Oktober 2025 

 

  
Surat Undangan 

  
Sesi Pagi 
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Sesi Siang 

   
Daftar Hadir 

 

 

c. Wawancara : 27 Oktober 2025 

 

 
 Surat Undangan 
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Sesi Pagi 

  
Sesi Siang 

  
Daftar Hadir 
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d.  Wawancara : 29 Oktober 2025 

  
Surat Undangan 

  
Sesi Pagi 

  
Sesi Siang 
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Daftar Hadir 
e.  Wawancara : 6 November 2025 

  
Surat Undangan 

  
Sesi Pagi 

  
Sesi Siang 

   
Daftar Hadir 
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f. Wawancara: 12 November 2025 

  
Surat Undangan 

  
Sesi Pagi 

  
Sesi Siang 

 
 

Daftar Hadir 
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g. Wawancara : 13 November 2025 

  
Surat Undangan 

    
Sesi Pagi 

 
 

Sesi Siang 
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Daftar Hadir 
 

h.  Wawancara : 19 November 2025 

 

 
 

Surat Undangan 
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Daftar Hadir 
 

i. Wawancara : 20 November 2025 

 
 

  

  
  



   

 

85 
 

  
  

 

6. HASIL PENILAIAN POTENSI DIRI KEDUA OLEH MENTOR DAN DIRI 

SENDIRI 
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7. SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
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